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Adat merupakan sebuah cerminan  budaya, adat istiadat dari kepribadian
suatu bangsa, sebagai representasi dari jiwa bangsa setiap negara pada abad
ke abad. Semua setiap bangsa di dunia ini mempunyai sebuah adat istiadat
masing-masing dari satu dengan yang lainnya tidak memiliki kesamaan. Pada
dasarnya ketidaksesuaian ini adalah sebagai unsur yang terpenting untuk
menunjukan kepribadian suatu bangsa.
Sejarah berkembangnya kehidupan manusia, didasarkan oleh adat  yang
melekat pada setiap pribadi diri manusia yang dikaruniai Tuhan berupa daya
pikiran dan perilaku. Perilaku yang dilaksanakan secara berkesinambungan
oleh perorangan, menghasilakan sebuah “Kebiasaan individu”. Kebiasaan
tersebut disalin/ditiru orang lain, akan menjadi kebiasaan orang tersebut juga.
Pada tingkat masyarakat juga melakukan kebiasaan tadi, maka lama-
kelamaan kebiasaan tersebut menjadi “adat” dari masyarakat itu.
Pada dasarnya tingkatan peradaban, maupun cara penghidupan yang
modern, tidak mampu menghilangkan adat kebiasaan yang hidup dalam
masyarakat. Proses kemajuan zaman baik secara ilmu dan teknologi,
menempatkan adat beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan keadaan dan
kehendak zaman.
Negara Republik Indonesia terdiri atas suku-suku bangsa  yang berbeda-
beda, yang mempunyai budaya, adat yang berbeda-beda yang dikatakan
sebagai “Bhinneka” (Berbeda-beda di daerah suku-suku bangsanya),
“Tunggal Ika” (Tetapi tetap satu juga, yaitu dasar dan sifat ke-
Indonesiannya).   “Bhinneka Tunggal Ika” menjadi dasar untuk menyatuhkan
bangsa Indonesia, tidak mati,selalu mengikuti proses perkembangan
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peradaban bangsanya. Adat istiadat yang hidup ini berhubungan dengan
tradisi rakyat inilah yang merupakan sumber yang mengagumkan bagi hukum
adat kita.1 Adat yang sudah menjadi kebiasaan Bangsa Indonesia, melahirkan
lahir hukum adat yang ada sampai sekarang.
B. Pengertian Hukum Adat
Istilah “hukum adat” terjemahan istilah bahasa Belanda ‘adatrecht’.
Orang pertama yang menyebut istilah ‘adatrecht’ adalah Snouck Hurgronje,
beliau seorang ahli sastra ketimuran berkebangsaan Belanda. Istilah
adatrecht, dalam berbagai literatur, digunakan yang diartikan sebagai Hukum
Adat. Kata istilah “adat” itu sendiri berasal dari pengertian bahasa Arab yang
berarti “kebiasaan”.
Adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelmpok-kelompok masyarakat
lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi
semua anggota masyarakat dengan dilengkapi sanksi-sanksi, sehingga
menjadi Hukum Adat. Hukum adat adalah adat yang diterima dan harus
dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan. Untuk mempertahankan
pelaksanaan hukum adat itu agar tidak terjadi penyimpangan atau
pelanggaran, maka di antara anggota masyarakat ada yang diserahi tugas
mengawasinya.2 hukum adat menunjukan entitas kelompok yang tinggal di
daerah tertentu, ada aturan yang dipatuhi, dan sanksi dilakukan apabila
seorang warga masyarakat melanggar adat tersebut. Sanksi ini yang menjadi
titik tolak keberadaan hukum adat pada suatu masyarakat itu masih hidup,
ditaati, dihormati, dan sebagai penyimpang ketertiban dan kesimbangan
dalam hidup suatu masyarakat hukum adat.
1 Surojo Wignjodipuro. 1967. Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat. Jakarta: Toko Gunung
Agung. halaman 13
2 Tolib Setiady. 2015. Intisari Hukum Adat Indonesia. Bandung: ALFABETA. halaman 1-3
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1. Istilah Hukum Adat menurut Bahasa
Pengertian hukum adat disamakan dengan kebiasaan atau kebudayaan
masyarakat setempat di suatu daerah. Hukum adat telah menjadi bagian dari
sistem hukum nasional Indonesia, selain hukum islam. Secara histori, hukum
di Indonesia berasal dari 2  (dua) sumber, yakni hukum yang dibawa oleh
negara asing (Belanda) dan hukum yang lahir dan tumbuh di Indonesia itu
sendiri. Mr.C. van Vollenhoven menyebutkan negara Indonesiamemiliki
hukum adat asli.
Hukum Adat adalah hukum/peraturan tidak tertulis (tertulis, namun tidak
terkodifikasi) yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang hanya
ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan. Hukum adat mempunyai
kemampuan menyesuaikan diri dan elastis karena peraturan-peraturannya
tidak tertulis. Dalam hukum adat melekat juga masyarakat hukum adat yaitu
sekumpulan orang yang diikat oleh tatanan hukum/peraturan adat sebagai
warga bersama dalam satu persekutuan hukum yang tumbuh karena dasar
keturunan ataupun kesamaan lokasi tempat tinggal.
2. Istilah Hukum Adat menurut Kamus
1) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
Adat adalah aturan (perbuatan) yg lazim diturut atau dilakukan sejak
dahulu kala; cara (kelakuan) yg sudah menjadi kebiasaan, wujud gagasan
kebudayaan yg terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan
yg satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem. Istilah adat ada
dalam Bahasa Indonesiamenjadi kebiasaan.Pada akhirnya istilah hukum
adat dapat disamakan dengan hukum kebiasaan.
2) Menurut Kamus Bahasa Inggris
Hukum adat di dalam kamus bahasa Inggris adalah customary law. Dalam
Bahasa Inggris, juga dikenal sebagai istilah Adat Law, tetapi
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perkembangan di Indonesia sendiri hanya dikenal hanya adat saja,
menyebutkan sistem hukum di dunia ilmiah mengatakan Hukum adat.
3) Menurut Kamus Hukum
Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan
kehidupan social di Indonesia dan negara-negara lainnya
seperti Jepang, India, dan Tiongkok. Hukum adat adalah hukum asli
Bangsa Indonesia. Sumbernya peraturan-peraturan hukum tidak tertulis
dan tertulis (tidak terkodifikasi, seperti yang ditulis di daun, batu, gua,
kayu) yang tumbuh dan berkembangdan dipertahankan dengan kesadaran
hukum masyarakatnya. Peraturan-peraturan ini menjaga keseimbangan
dalam kehidupan masyarakat hukum adat dan mampu menyesuaikan diri
dan elastis. Hukum adat yaitu sekelompok orang yang terikat oleh
tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan
hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.
3. Istilah Hukum Adat Menurut Para Ahli
Dalam beberapa literatur hukum adat, ada beberapa pendapat para ahli yang
memberi istilah, pengertian hukum adat, sebagai berikut:
1) Christian Snouck Hurgronje, menyebutkan “Hukum Adat adalah adat
yang mempunyai sanksi (reaksi), sedang adat yang tidak mempunyai
sanksi (reaksi) adalah kebiasaan normatif, yaitu suatu kebiasaan yang
berwujud sebagai tingkah laku yang berlaku di dalam masyarakat.
2) Cornellis van Vollenhoven, menyebutkan “Hukum adat adalah aturan-
aturan perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan orang-orang timur
asing yang disatu pihak mempunyai sanksi (maka dikatakan sebagai
hukum) dan di lain pihak tidak dikodifikasikan (maka dikatakan adat).”
3) Roelof van Dijk,  di dalam bukunya “Pengantar Hukum Adat Indonesia”,
menyebutkan, Hukum Adat itu adalah istilah untuk menunjukkan
hukum yang tidak dikodifikasikan di kalangan Orang Indonesia  Asli dan
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kalangan orang Timur Asing (Cina, Arab, Pakistan, Jepang, India, dan
sebagainya). pada dasarnya  kedua jenis itu Adat dan HukumAdat
bergandengan tangan (seiring) dan tidak dapat dipisahkan. Hanya
mungkin dapat dibedakan sebagai “Adat yang mempunyai akibat hukum
dan adat yang tidak mempunyai akibat hukum.”
4) Barend Ter Haar Bzn, menyebutkan Hukum Adat adalahkeseluruhan
aturan yang menjelma dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum
(dalam arti luas) yang memeliki kewibawaan serta pengaruhdan yang
dalam pelaksanaannya berlaku serta merta dan ditaati dengan sepenuh
hati.
5) FD. Hollemann, menyebutkan “Hukum itu tidak bergantung pada
keputusan. Norma-norma hukum yang hidup yang disertai dengan
sanksidanyang perlu dapat dipaksakan oleh masyarakat atau badan-badan
yang bersangkutan agar ditaati dan dihormati oleh para warga
masyarakat. Tidak merupakan masalah apakah terhadap norma tersebut
telah pernah ada atau tidak adanya keputusan petugas hukum.”
5) JHA. Logemann, menyebutkan “Hukum Adat mutlak sebagai hukum
keputusan. Norma-norma yang hidup itu adalah norma-norma
kehidupan bersama yang merupakan aturan-aturan perilaku yang harus
diikuti oleh semua warga di dalam pergaulan hidup bersama. Jika
ternyata ada sesuatu norma yang berlaku, maka norma itu tentu
mempunyai sanksi, baik dari yang sangat ringan maupun yang sangat
berat. Orang dapat menganggap bahwa semua norma yang ada
sanksinya itu adalah norma hukum.”
6) JHP. Bellefroid, menyebutkan“Hukum Adat sebagai peraturan-peraturan
hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa dan ditaati oleh




7) Soepomo, menyebutkan “Hukum adat itu sebagai hukum yang tidak
tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif, meliputi peraturan-
peraturan yang hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang
berwajib, tetapi tetap ditaati dan didukung oleh masyarakat berdasarkan
atas keyakinannya bahwasanya tersebut memiliki kekuatan hukum.”
8) Soekanto, menyebutkan “Hukum adat sebagai kompleks adat-adat yang
kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat
paksaan,mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum.”
9) Hazairin, menyebutkan “Adat adalah renapan (endapan) kesusilaan
dalam masyarakat yaitu bahwa kaidah-kaidah adat itu berupa kaidah
kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam
masyarakat itu. Demikian pula halnya dengan hukum adat dimana
terdapat hubungan dan persesuaian dengan kesusilaan. Maka untuk
memahaminya bagi rakyat biasa cukup memakai istilah adat baik dalam
arti “adat sopan santun” maupun dalam arti “hukum”.
10) Djojodigoeno, menyebutkan, “Hukum adat sebagai hukum yang hidup
yang pelaksanaannya tidak terikat pada  hukum yang telah ada. Jadi,
hukum adat itu tidak memilikiperaturan-peraturandesadanperaturan-
peraturan raja-raja, karena peraturan tersebut bukan Hukum Adat.”
11) Soediman Kartohadiprodjo,  menyebutkan “Istilah Hukum Adat tidak
tertulis lebih luas dari arti Hukum Adat, karena hukum adat adalah suatu
jenis hukum tidak tertulis yang tertentu yang mempunyai dasar
pemikiran yang khas, yang prinsipil berbeda dari hukum tertulis
lainnya.”
12) Kusumadi Pudjosewojo, menyebutkan “Hukum adat itu bukan
merupakan lapangan tersendiri, melainkan meliputi semua lapangan
hukum yang tidak tertulis seperti halnya Hukum Tata Negara Adat,
Hukum Tata Usaha Adat, Hukum Perdata Adat, Hukum Dagang Adat,
Hukum Pidana Adat dan lain sebagainya.”
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13) Bushar Muhammad, menyebutkan “Hukum adat adalah hukum asli yang
tidak tertulis yang berdasarkan kebudayaan dan pandangan hidup
Bangsa Indonesia yang memberi pedoman kepada sebagian besar
orang-orang Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dalam hubungan
antara yang satu dengan yang lain, baik di kota maupun di desa-desa.”
14) Soerjono Soekanto, menyebutkan “Hukum adat pada hakikatnya
merupakan hukum kebiasaan, yang mempunyai akibat hukum.
Berbeda dengan kebiasaan belaka, kebiasaan yang merupakan hukum
adat adalah perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama.”
15) Soerojo Wignjodipoero, menyebutkan “Hukum adat itu adalah suatu
kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan
masyarakat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan tingkah
laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian
besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena
mempunyai akibat hukum (sanksi).”
16) Hilman Hadikusuma,menyebutkan “Hukum adat adalahhukumyang
mempunyai sanksi, sedanistilah adat yang tidak mengandung sanksi
adalah kebiasaan yang normatif yaitu kebiasaan yang berwujud tingkah
laku yang berlaku dalam masyarakat. Pada kenyataannya antara
hukum adat dengan adat kebiasaan itu batasnya tidak jelas.”
17) Djaren Saragih, menyebutkan “Hukum adat adalah suatu kompleks
norma-norma yang bersumber pada peraturan keadilan rakyat yang
selalu berkembang yang meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam
kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis,





Dari istilah dan pengertian di atas, dapat disimpulkan, hukum adat adalah
peraturan-peraturan yang hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat
yang dijalankan dan dipatuhi bagi yang melanggar maka akan mendapatkan
hukuman/ sanksi.
4. Istilah Hukum Adat Menurut Undang-Undang
Istilah “hukum adat” baru dipergunakan secara resmi dalam peraturan
perundang-undangan pada tahun 1929. Proses perkembangannya adalah sebagai
berikut: Tahun 1747-Pada waktu VOC (zaman Van Imhoff) menyusun buku
perundang-undangan yang berlaku untuk Landraad-nya di Semarang
dipergunakan istilah “Undang-Undang Jawa sejauh dapat kita terima” (“de
Javaanse wetten, voor zover ze bij ons tolerabel zijn”). Tahun 1754- William
Marsden memakai di Sumatera sampai tahun 1836 istilah “customs of the
country” dan “customs and manners of the native inhabitans”.4
Secara umum pada saat itu, istilah “hukum adat” itu sendiri semula masih
asing bagi Bangsa Indonesia. Hal ini karena masyarakat Indonesia dahulu (zaman
Mataram, Majapahit, Pajajaran, Sriwijaya dan lain sebagainya) tidak ada suatu
golongantertentuyang khusus mencurahkan perhatiannya terhadap pengistilahan-
pengistilahan hukum ini. Pada  akhirnya pada tahun 1929 pemerintah kolonial
Belanda mulai memakai istilah “hukum adat” (“Adatrecht”) dengan resmi di
dalam peraturan perundang-undangannya.5
Hukum adat dikemukakan pertama kali oleh Snouck Hurgronje seorang Ahli
Sastra Timur dari Belanda (1894). Sebelum istilah hukum adat berkembang, dulu
dikenal istilah Adatrecht. Snouck Hurgronje dalam bukunya De Atjehers (Aceh)
pada tahun 1893-1894 menyatakan hukum rakyat Indonesia yang tidak
dikodifikasikan adalah di Aceh.6Kemudian istilah ini dipergunakan pula oleh
4 Cornelis van Vollenhoven. 2006. Het adatrecht van Nederlandsch-Indie. Jakarta: Pradnya
Paramita. halaman. 31.
5Soerojo Wignjodipoero. 1995. Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat. Cetakan ke-14. Jakarta:




Cornelis van Vollenhoven, seorang Sarjana Sastra yang juga Sarjana Hukum yang
pula menjabat sebagai Guru Besar pada Universitas Leiden di Belanda. Ia memuat
istilah Adatrecht dalam bukunya yang berjudul Het Adatrecht van Nederlandsch-
Indie (Hukum Adat Hindia Belanda) pada tahun 1901-1933. Perundang-undangan
di Hindia Belanda secara resmi mempergunakan istilah ini pada tahun 1929 dalam
Indische Staatstregeling (Peraturan Hukum Negeri Belanda), semacam Undang-
Undang Dasar Hindia Belanda, pada Pasal 134 ayat (2) yang berlaku pada tahun
1929.7
Dalam masyarakat Indonesia, istilah hukum adat tidak dikenal. Hilman
Hadikusuma mengemukakan istilah tersebut hanyalah istilah teknis saja.
Dikatakan demikian karena istilah tersebut hanya tumbuh dan dikembangkan oleh
para ahli hukum dalam rangka mengkaji hukum yang berlaku dalam masyarakat
Indonesia yang kemudian dikembangkan kedalam suatu sistem keilmuan.8 Bahasa
Inggris ada istilah Adat Law, namun perkembangan  di Indonesia sendiri hanya
dikena istilah adat saja, untuk menyebutkan sebuah sistem hukum yang dalam
dunia ilmiah dikatakan hukum adat. Pendapat ini diperkuat dengan pendapat dari
Muhammad Rasyid Maggis Dato Radjoe Penghoeloe sebagaimana dikutip oleh
Amura sebagai lanjutan kesempurnan hidup selama kemakmuran berlebih-lebihan
karena penduduk sedikit bimbang dengan kekayaan alam yang berlimpah ruah,
sampailah manusia kepada adat.9sedang Nasroe mengemukaka,  adat
Minangkabau telah dimiliki oleh mereka sebelum bangsa Hindu datang ke
Indonesia dalam abad ke satu tahun masehi.10
a. Di dalam Perundang-undangan Hindia Belanda
Sebelum dikodifikasikan hukum tahun 1848, Hukum Rakyat Indonesia
sudah menjadi obyek penelitian ilmuwan asing, bahkan sejak kekuaaan
Deandels dan Raffles. Hukum rakyat sudah dinyatakan dapat berlaku asal
7Ibid., hlm. 35.
8Hilman Hadikusuma. 1986. Antropologi Hukum Indonesia. Cetakan ke-1. Bandung: Alumni.
halaman 16
9Laksanto Utomo. 2017. Hukum Adat. Depok: Raja Grafindo Persada. halaman 5
10Imam Sudiyat. 1978. Hukum Adat Sketsa Asas. Yogyakarta: Liberty. halaman 41.
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tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Tetapi untuk pertama
kalinya pemerintah Hindia Belanda memberi perhatiandan
menetapkannya di dalam perundang-undangan yaitu sejak
berlakunyaAB (Algemene Bepaling van Wetgeving voor Nederlands
Indie) (Stb. 1847 No. 23) kemudian dilanjutkan dalam R.R. (Regelling
Reglement) dan I.S. (Indische Staats Regelling).
1) Di dalam Pasal 11 AB  (Algemene Bepaling van Wetgeving voor
Nederlands Indie)
“Kecuali dalam hal-hal orang Indonesia asli atau mereka yang
dipersamakan dengan orang Indonesia itu dengan sukarela mentaati
peraturan-peraturan Hukum Perdata dan Hukum Dagang Eropa atau
dalamhal-halbagi mereka berlakuperaturan-peraturan perundang-
undangan lain, maka hukum yang berlaku dan dilakukan oleh
Hakim Indonesia (Inlandsche Rechters) bagi mereka itu ialah
Undang-Undang Agama mereka, lembaga-lembaga dan kebiasaan
rakyat, asal saja peraturan ini tidak bertentangan dengan asas-asas
keadilan yang umum”.Jadi, istilah yang mengandung arti Hukum
Adat di dalam Pasal 11 AB ialah yang dalam bahasa Belandanya
dikenal dengan sebutan “Gods dientige wetten (aturan-aturan
keagamaan), Volks Instellingen (lembaga-lembaga rakyat),en
ebruiken (dan kebiasaan-kebiasaan)”. Pada masa ituAdatrecht belum
dikenal oleh masyarakat.
2) Di dalam Pasal 75 RR (Regelling Reglement1854)
“Kecuali dalam hal-hal Gubernur telah menerangkan berlaku bagi
golongan Orang Indonesia dengan sukarela mentaati Hukum
Perdata dan Hukum Dagang yang berlaku bagi Golongan Eropa,
maka Hakim Indonesia menjalankan bagi mereka Undang-undang
agama mereka, lembaga-lembaga rakyat dan kebiasaan-kebiasaan,
Dengandemikianistilahyangmengandung pengertian Hukum Adat
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dalam pasal ini sama saja dengan ketentuan Pasal 11 AB. Kemudian
pada tahun 1925 pemerintah (Hindia Belanda) membuatIndische
Regelling, maka redaksi Pasal 75 RR yang baru dijadikan ketentuan
Pasal 131 IS, dan istilah yang mengandung pengertian Hukum Adat
tercantum dalam ketentuan Pasal 131 ayat (2) sub b IS.
3) Di dalam ketentuan Pasal 131 ayat (2) sub b IS (Indische Staats
Regelling)
Pasal ini merupakan dasar berlakunya Hukum Adat yang
menyatakan sebagai berikut:“Dalam mengadakanordonansi-
ordonansi yang memuat Hukum Perdata dan Hukum Dagang,
pembuat ordonansi akan memperhatikan:
(1) Bagi Golongan Orang Indonesia asli, Golongan Timur
Asing dan bagian-bagiannya berlaku peraturan hukum yang
didasarkan agama-agamadankebiasaan-kebiasaan mereka,
tetapi terhadap peraturan-peraturan tersebut dapat
dikecualikan apabila kepentingan umum atau keperluan sosial
mereka memerlukan pengecualian itu.
(2) Jika kebutuhan sosial mereka memerlukan maka ditetapkan
bagi mereka Hukum Eropa, jika perlu dengan perubahan
ataupun hukum yang berlaku bagi mereka dan Golongan
Eropa bersama-sama.
Dengan demikian sejak berlakunya Wet Op De Staats Inrichting van
Nederland Indieyang disingkat menjadi IS(Indische Staats
Regelling) stb. 1925 No. 415 jo 577, yang berlaku sejak tanggal 1
Januari 1926. Maka terhadap orang-orang Indonesia asli
danTimurAsing berlaku peraturan mereka yaitu peraturan-peraturan
keagamaan dan kebiasaan-kebiasaan yang saling bertautan. Namun
secara menurut kebutuhan sosial memerlukan, maka terhadap mereka
dapat diberlakukan Hukum Eropa.
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Jadi, di dalam ketentuan Pasal 131 ayat (2) sub b IS yang
selanjutnya merupakan dasar hukum perundang-undangan
berlakunya Hukum Adat. Yang diartikan sebagai Hukum Adat disini
adalah “Hunne Gods dienten en gewoonten samenhangen de recht
regelen” (Peraturan Keagamaan dan Kebiasaan mereka yang saling
bertautan).
4) Di dalam ketentuan Pasal 134 ayat (2) IS
Istilah  pada Adatrecht (HukumAdat) disebutkan:“Apabila timbul
perkara perdata diantara orang-orang Islam, apabila hukum adatnya
menghendaki penyelesaiannya, maka diselesaikanolehHakim
Agama, kecuali ordanansi menetapkan lain)”.  Dengan kata lain,
pasal ini sudah menggunakan istilah Adatrecht dalam arti “peraturan
keagamaan dan kebiasaan sebagaimana disebutkan di dalam
ketentuan Pasal 131 ayat (2) sub b IS, kecuali apabilaordonansi
menetapkan lain, maka hukum adat yang digunakan untuk
menyelesaikan perselisihan adat oleh para hakim agama”. Untuk itu
maka baik hakim di pengadilan negeri ataupun hakim di
pengadilanagama harus menguasai hukum adat.
b. Di dalam Putusan Kongres Pemuda 1928
Pengertian Hukum Adat di dalam Putusan Kongres Pemuda Indonesia
tahun 1928 adalah “sebagai dasar persatuan bangsa, sebagai dasar
hukum perjuanganmelawanpenjajahan, untuk
mewujudkankemerdekaan”. Oleh karenanya,setelah kemerdekaan, maka
ia merupakan hukum yang menjiwai pembentukan hukum nasional,
menjiwai UUD 1945, dan perundang-undangan nasional lainnya.
c. Di dalam Perundang-undangan Republik Indonesia
1) Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)
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Di dalam UUD 1945 tidak ada satupun yang menunjukkan
pengertian Hukum Adat. Namun dari beberapa bagian dari pasal
yang tercantum didalamnya dapat kita pahami, UUD 1945 dijiwai
oleh Hukum Adat dan mengandung kaidah yang berasal dari hukum
adat.
Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:
(1) Di dalam pembukaan UUD 1945 memuat unsur-unsur
pandangan hidup Pancasila.
(2) Pasal 29 ayat (1) “negaraberdasarkan atas Ketuhanan Yang
Maha Esa”.
(3) Pasal 33 ayat (1), “perekonomian disusun sebagaiusaha
bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.
(4) Pasal II Aturan Peralihan,  “bahwa segala badan negara dan
aturan yang ada masih langsung berlaku selama belum
diadakan yang baru menurut undang-undang ini. (ini berarti
Pasal 131 IS ayat (2) sub b masih berlaku)
(5) Di dalam penjelasan Umum ke IV dikatakan antara lain
“yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal
hidupnya adalah semangat, semangat para penyelenggara
negara, semangat para pemimpin pemerintahan.
2) Konstitusi  Republik Indonesia Serikat (RIS 1949)
Di dalam Konstitusi RIS 1949 (Keppres 31 Januari 1949 Nomor. 48
LN. 50:3) diumumkan pada tanggal 6 Februari 1950. Yang
menyangkut Hukum Adat ditegaskan sebagai berikut:
(1) Di dalam Mukadimah Konstitusi RIS 1949
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Unsur-unsur Pancasilla dinyatakan, “Ketuhanan Yang Maha
Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan, dan
keadilan sosial.”
(2) Pasal 104 ayat (1) RIS 1949
“ Segala keputusan Pengadilan harus diberi alasan-
alasannya dan dalam perkara hukuman menyebutkan aturan-
aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu”.
(3) Pasal 142 RIS 1949
“ Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan tata  usaha
yang sudah ada pada tanggal 17 Agustus 1950 tetap berlaku
dan tidakberubahsebagaiperaturan-peraturandan ketentuan-
ketentuan Republik Indonesia sendiri, selama dan sekedar
peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak dicabut,
ditambah atau diubah oleh undang-undang dan ketentuan-
ketentuan tata usaha atau kuasa Undang-Undang Dasar ini”.
d. Hasil Seminar di Yogyakarta 1975
Pengertian hukum adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis
dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang disana sini
mengandung unsur agama. Pada penyusunan Hukum Nasional, maka
pengambilan bahan-bahan dari Hukum adat pada dasarnya berarti:
(1) Penggunaan konsepsi-konsepsi dan asas-asas hukum dari
hukum adat untuk dirumuskan dalam norma-norma hukum
yang memenuhi kebutuhan masyarakat.
(2) Penggunaan lembaga-lembaga hukum adat yang dimodernisasi
dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman.
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(3) Mamasukkan konsep-konsep dan asas-asas hukum adat ke
dalam lembaga-lembaga hukum baru.11
C. Masyarakat Hukum Adat
Masyarakat hukum adat dikenal` dengan istilah “masyarakat tradisional”
atau the indigenous people, dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan
populer disebut dengan istilah “masyarakat adat”. Masyarakat hukum adat
adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang
mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain baik
berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup
karena diyakini dan dianut, jika dilanggar pelakunya mendapat sanksi dari
penguasa adat. Pengertian masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang
timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan
atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya,
dengan rasa solidaritas yang sangat besar diantara para anggota masyarakat
sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber
kekayaannya hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.12
Masyarakat merupakan sistem sosial, yang menjadi wadah dari pola-pola
interaksi sosial atau hubungan interpersonal maupun hubungan antar
kelompok sosial. Maka suatu masyarakat merupakan suatu kehidupan
bersama, yang warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang
cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan. Masyarakat hukum adat
adalah sekumpulan orang yang hidup dalam keteraturan dan didalamnya ada
sistem kekuasaan dan secara mandiri, yang mempunyai kekayaan yang
berwujud atau tidak berwujud. Masyarakat hukum adat juga merupakan suatu
kesatuan manusia yang saling berhubungan dengan pola berulang tetap, yaitu
suatu masyarakat dengan pola-pola perilaku yang sama, dimana perilaku
tersebut tumbuh dan diwujudkan oleh masyarakat, dari pola tersebut
diwujudkan aturan-aturan untuk mengatur pergaulan hidup itu. Suatu
11 Tolib Setiady. Loc.Cit., Halaman 22-27
12 Djamanat Samosir. 2013. Hukum Adat Indonesia. Medan: CV. Nuansa Aulia. Hal 69.
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pergaulan hidup dengan pola pergaulan yang sama, hanya akan terjadi apabila
adanya suatu komunitas hubungan dengan pola berulang tetap.13
1.2.1 Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat
Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, dalam Undang-Undang
No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur dalam Pasal 67ayat (1), aturan
itu berbunyi sebagai berikut:Masyarakat hukum adat sepanjang menurut
kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, berhak:
1. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan
hidup sehari-hari dari masyarakat adat yang bersangkutan.
2. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat
yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang
3. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan
kesejahteraannya.
PadaPasal 67 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:“Pengukuhan keberadaan dan
hapusnya masyarakat hukum adat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
ditetapkan dengan peraturan daerah”. Dimemori Penjelasaan Pasal 67 Undang-
UndangKehutanan tersebut dikemukakan syarat-syarat diakuinya masyarakat
hukum adat. Penjelasan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Kehutanan,
menyatakan, “Masyarakat hukum adat diakui keberadaannnya jika menurut
kenyataannya memenuhi unsur, antara lain:
1. Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban (Rechtsgemeenschap);
2. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
3. Ada wilayah hukum adat yang jelas;
4. Adat pranata dan perangkat hukum, khsusnya peradilan adat, yang masih
ditaati; dan
5. Masih mengadakan pemungutan hasil hutan diwilayah hutan sekitarnya




Sedang Penjelasan Pasal 67 ayat (2) menyatakan:“Peraturan daerah
disusun dengan mempertimbangkan hasil penelitian oleh pakar hukum adat,
aspirasi masyarakat setempat, dan tokoh masyarakat hukum adat yang ada
didaerah yang bersangkutan, serta instansi dan para pihak yang terkait”.
Karena itu, tidak dapat dibenarkan apabila hak ulayat suatu masyarakat
hukum adat setempat digunakan menghalang-halangi pelaksaan rencana
umum pemerintah, misalnya : menolak dibukanya hutan secara besar-besaran
untuk proyek-proyek besar, atau untuk kepentingan transmigrasi dan lain
sebagainya (penjelasan umum II angka (3) UUPA). Demikian pula, tidak
dapat dibenarkan apabila hak ulayat dipakai sebagai dalih bagi masyarakat
hukum adat setempat untuk membuka hutan secara sewenang-wenang. Sebab
hal ini apabila dibenarkan akan ada negara dalam negara (penjelasan umum II
angka (3) UUPA).
Demikian, apa yang diapaparkan di dalam Undang-Undang Kehutanan
mengenai hak ulayat dan hak perorangan, dan sesuai dengan apa yang
terdapat dalam Undang-undang Pokok Agraria, yang pada dasarnya
memberikan pengakuan hak ulayat dengan syarat keberadaan (eksistensi) hak
ulayat tersebut memang menurut kenyatannya masih ada. Dalam hal ini,
pelaksanaannya harus sesuai dengan kepentingan nasional dan tidak boleh
bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan Perundang-undangan
yang lebih tinggi (penjelasan umum II angka (3) UUPA).14
D. Unsur-Unsur Hukum Adat
Soepomo, dalam Seminar Nasional di Yogyakarta menyatakan
“terwujudnya hukum adat itu dipengaruhi agama”. Pandangan bahwa unsur
agama memberi pengaruh terhadap perwujudan hukum adat bukanlah
pandanga baru, sebab menurut Soekanto mengemukakan “Jika kita
mengeluarkan pertanyaan hukum apakah menurut kebenaran, keadaan yang
bagian terbesar terdapat di dalam hukum adat, maka jawabannya adalah
14 Safaroedin Bahar, dkk. 2005. Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum
Adat. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
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hukum Melayu Polinesia yang asli itu dengan di sana sini sebagai bahagian
yang sangat kecil adalah hukum agama.”
Menurut Djojodigoeno mengemukakan batasan yang sama bahwa “Unsur
yang lainnya yang tidak begitu besar artinya atau luas pengaruhnya ialah
unsur-unsur keagamaan, teristimewa unsur-unsur yang dibawa oleh Agama
Islam, pengaruh Agama Hindu dan Kristen”. Dengan demikian sepakat
pengaruh agama terhadap proses terwujudnya hukum adat sangan bersifat
umum dan diakui oleh pakar hukum adat pada umumnya.15
Menurut Soerodjo Wignjodipoero, hukum adat memiliki  2 (dua) unsur,
yakni:
1. Unsur kenyataan, bahwa adat itu dalam keadaan yang sama selalu di
indahkan oleh rakyat; dan
2. Unsur psikologi, bahwa terdapat keyakinan pada rakyat, bahwa adat
dimaksud memiliki kekuatan hukum.16
E. Ciri-Ciri Hukum Adat
Secara umum hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat
hukum adat itu dapat dikenali dari ciri-cirnya. Berikut ini adalah ciri-ciri hukum
adat antara lain:
1. Lisan, artinya tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan dan tidak
dikofikasikan (tertulis ada sebagian kecil).
2. Tidak sistematis,
3. Tidak berbentuk kitab atau buku perundang-undangan,
4. Tidak teratur,
5. Pengambilan keputusan tidak menggunakan pertimbangan.17
15Tolib Setiady, Op.Cit.halaman 27-28




a. Sifat-Sifat Hukum Adat
Sifat-sifat hukum adat melekat pada masyarakat hukum adat, yang melaksanakan
hukum adat dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat di wilayahnya.  Menurut
F.D. Hollemann mengemukakan di dalam pidato inagurasinya yang berjudul :
“De Comune Trek in het Indonesische Rechtsleven” ada 4 (empat ) corak atau
sifat umum Hukum Adat Indonesia yaitu:
1. Sifat Religio-magis, yaitu pembulatan atau perpaduan kata yang
mengandung unsur animisme, pantangan, ilmu ghaib, dan lain-lain;
2. Sifat Commuun, yaitu mendahulukan kepentingan umum daripa
kepentingan sendiri;
3. Sifat Contant, mempunyai arti logis terhadap satu sama lain; dan
4. Sifat Konkrit (visual), pada umumnya ketika masyarakat melakukan
perbuatan hukum itu setelah ada bukti nyata. Misalnya transaksi perjanjian
jual beli, yang dilampiri dengan sebuah perjanjian.
Menurut Djojodigoeno menyebut hukum adat mempunyai sifat:
a. Statis, artinya hukum adat selalu ada dalam masyarakat;
b. Dinamis, karena hukum adat dapat mengikuti perkembangan
masyarakat; dan
c. Plastis/fleksibel, artinya kelenturan hukum adat sesuai kebutuhan
dan kemauan masyarakat.18
18Sumarjati Hartono. 1989. Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat. Bandung:
Citra Aditya Bakti. halaman 37
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G. Corak Hukum Adat
Corak hukum adat, hampir mirif dengan sifat hukum adat. Corak hukum adat,
dalam hal-hal yang dapat secara nyata dapat diindentifikasi secara jelas karektertis
dari hukum adat, pada masyarakat hukum adat. Corak hukum adat dapat
dijelaskan sebagai berikut:
1. Tradisional, artinya bersifat turun temurun dari zaman nenek moyang
sampai ke anak-cucu-cicit dimana keadaannya masih tetap berlaku dan
dipertahankan oleh masyarakt yang bersangkutan;
2. Keagamaan, artinya kaidah-kaidah hukumnya berkaitan dengan
kepercayaan terhadap yang ghaib dan atau berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa;
3. Konkrit dan Visual, dimana konkrit artinya jelas, nyata, berwujud dan
visual artinya dapat terlihat, tampak, terbuka, dan tidak sembunyi;
4. Terbuka dan Sederhana, dimana terbuka artinya dapat menerima
masuknya unsur-unsur yang datang dari luar yang tidak bertentangan
dengan jiwa hukum adat sendiri dan sederhana artinya bersahaja, tidak
rumit, tidak banyak administrasinya, mudah dimengerti;
5. Kebersamaan, artinya lebih mengutamakan kepentingan bersama
daripada kepentingan pribadi;
6. Dapat berubah menyesuaikan, artinya hukum adat terus tumbuh dan
berkembang menyesuaikan diri dengan kehidupan bangsa Indonesia;
7. Tidak Dikodifikasikan, artinya tidak dituangkan dalam Kitab Perundang-
undangan, sehingga mudah berubah mengikuti zaman; dan
8. Musyawarah dan Mufakat, artinya mengutamakan adanya musyawarah
mufakat dalam keluarga, dalam menyelesaikan perselisihan selalu
menggunakan cara rukun dan damai.
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H. Fungsi Hukum Adat
Apabila hendak direduksi pada satu hal saja maka tujuan pokok dari
hukum adalah ketertiban (order). Ketertiban merupakan tujuan pokok dari
segala hukum. Manusia selalu hidup bermasyarakat, agar kehidupan menusia
dalam masyarakat teratur dan tertib maka diperlukan hukum. Manusia,
masyarakat, dan hukum merupakan pengertian yang tidak dapat dipisah-
pisahkan. Pameo Romawi yang menyatakan ubi societas ibi ius (dimana ada
masyarakat di situ ada hukum) mengambarkan hubungan ini dengan tepat
sekali.
Dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat tidak hanya diatur
oleh hukum akan tetapi juga dipedomani oleh agama, moral, susila,
kesoponan dan kaidah-kaidah sosial lainnya. Antara hukum dan kaidah-
kaidah sosial lainnya terdapat suatu hubungan yang erat, yang satu
memperkuat yang lainnya. Satu hal yang membedakan hukum dengan
kaidahkaidah sosial lainnya adalah pentaatan terhadap ketentuan hukum dapat
dipaksakan dengan suatu cara yang teratur. Hukum sebagai kaidah sosial
tidak lepas dari nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, bahkan dapat
dikatakan bahwa hukum merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang hidup
dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan
hukum yang hidup (the living law) dalam masyarakat, tentunya merupakan
pencerminan dari nailai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (tingkah laku) mungkin saja
pada awalya merupakan suatu kebiasaan yang kemudian timbul menjadi suatu
perasaan pada suatu masyarakat yang menganut kebiasaan itu menjadi
sesuatu yang patut. Sesuatu yang patut kemudian meningkat menjadi adat.
Unsur yang patut itulah yang menjadikan itu adat, bukan unsur kebiasaan atau
kelaziman. Aturan-aturan tingkah laku inilah menjadi aturan-aturan adat. Dari
aturan-aturan tingkah laku itu ada yang menjadi adat ada yang menjadi
hukum. Yang membedakan antara adat dengan hukum adalah pada ada
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tidaknya badan-badan tertentu yang oleh negara diberikan tugas untuk
menentukan, melaksanakan, memperlakukan dan mempertahankan atauran
tingkahlaku tersebut dengan cara tertentu. Badan-badan tersebut diantaranya,
pembentuk undang-undang, hakim dan lain-lain yang putusan badan-badan
tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat. Inilah yang membedakan
antara adat dengan hukum. Jika hukum itu tidak tertulis maka disebut hukum
adat tetapi sebaliknya jika dia tertulis maka disebutlah hukum tertulis yang
bentuknya diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Dalam suatu masyarakat yang sedang mengalami perubahan menuju
kearah yang lebih baik, nilai-nilai tersebut juga sedang mengalami perubahan.
Nilai-nilai tersebut tidak lepas dari sikap (attitude) dan sifat-sifat yang
dimiliki oleh orang-orang yang menjadi anggota masyarakat. Tanpa
perubahan sikap dan sifat kearah yang diperlukan, maka segala pembangunan
dalam arti fisik akan sedikit sekali maknanya.19
I. Sistem Hukum Adat
Prof. Dr. Soepomo, S.H., menyatakan sistem hukum adalah tiap-tiap
hukum merupakan suatu sistem yaitu peraturan-peraturannya merupakan
suatu kebulatan berdasarkan atas kesatuan alam pikiran, begitupun hukum
adat. Sistem hukum adat bersendi atas dasar-dasar alam pikiran Bangsa
Indonesia yang tidak sama dengan alam pikiran yang menguasai sistem
hukum barat. Untuk dapat sadar akan sistem hukum adat orang harus
menyelami dasar-dasar alam pikiran yang hidup di dalam masyarakat
Indonesia. Sistem hukum adat mencakup beberapa hal sebagai berikut :
1. Mendekati sistem hukum Inggris
Menurut prof. Mr. MM. Djojodigoeno bahwa dalam Negara Anglo Saxon
di mana sistem Common Law tidak lain daripada sistem hukum adat
19 Mahdi Syahbandir, 2010, “Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum”, Vome 12,
Nomor 1, halaman. 5-6, http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6285 (diakses
pada 6 November 2018 pukul 11:16 WITA)
digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id
23
hanya bahannya berlainan. Di dalam hukum adat bahannya ialah
Hukum Indonesia asli, sedangkan di dalam Hukum Common Law
bahannya memuat banyak unsur-unsur Hukum Romawi Kuno yang
konon katanya lebih mengalami Receptio In Complexu.
Di dalam Encyclopedia Americana mengatakan bahwa Civil Law di
Eropa Barat dan daerah-daerah yang pernah dikuasai oleh Orang Eropa
berinduk kepada Hukum Romawi, bersumber dari badan legislatif dan
berbentuk kodifikasi. Sedangkan Common Law di Inggris dan di daerah-
daerah lain yang pernah didominasi Inggris bersumber dari peradilan
yang kebanyakan berasal dari keputusan-keputusan hakim. Oleh
karenanya istilah Common Law merupakan hukum yang disebut sebagai
Judge Made Law berbeda Civil Law yang merupakan statury law.
2. Tidak membedakan Hukum Publik dan Hukum Privat
Hukum adat tidak seperti halnya hukum eropa yang membedakan antara
hukum publik dan hukum privat. Hukum publik yang menyangkut
kepentingan umum seperti hukum ketatanegaraan yang mengatur
tugas-tugas kenegaraan dalam hubungan antara badan-badan negara dan
tugas-tugas pemerintahan dan anggota-anggota masyarakat. Hukum
privat yang mengatur hubungan antara anggota-anggota masyarakat
yang satu dengan yang lainnya, dan anggota masyarakat terhadap badan
negara sebagai badan hukum.
Pembagian hukum publik dan hukum privat ini berasal dari hukum
romawi. Hukum publik dipertahankan oleh pemerintah, sedangkan
hukum privat dipertahankan oleh pribadi-pribadi individu. Hukum
adat tidak membedakan berdasarkan kepentingan dan siapa yang
mempertahankannya dari kepentingan dimaksud. Dengan demikian tidak
ada perbedaan antara kepentingan umum dan kepentingan khusus.
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3. Tidak membedakan hak kebendaan dan hak perorangan
Hukum adat tidak mebedakan antara hak kebendaan (zakelijke rechten)
yaitu hak-hak atas benda yang berlaku bagi setiap orang dan hak
perseorangan (personalijke rechten) yaitu hak seseorang untuk menuntut
orang lain agar berbuat atau tidak berbuat terhadap hak-haknya.
Menurut Hukum Barat (Eropa) setiap orang yang mempunyai hak
atas sesuatu benda berarti ia berkuasa untuk berbuat (menikmati,
memakai, mentransaksikan) benda miliknya itu dan sekaligus
karenanya mempunyai hak perseorangan atas hak miliknya itu. Antara
kedua hak itu tidak terpisah. Namun menurut hukum adat, hak-hak
kebendaan dan hak-hak perseorangan itu baik berwujud benda ataupun
tidak berwujud benda seperti hak atas nyawa, kehormatan, hak cipta
dan lain-lainnya tidak bersifat mutlak sebagai hak pribadinya sendiri
oleh karena pribadinya tidak lepas hubungannya dengan kekeluargaan
dan kekerabatannya.
4. Tidak membedakan pelanggaran perdata dan pidana
Hukum adat juga tidak membedakan antara perbuatan yang sifatnya
pelanggaran hukum perdata dan pelanggaran hukum pidana,
sehingga perkara perdata diperiksa oleh hakim perdata dan perkara
pidana diperiksa oleh hakim perdata. Menurut peradilan adat kedua
pelanggaran dimaksud yang dilakukan seseorang diperiksa,
dipertimbangkan, dan diputuskan sekaligus dalam suatu persidangan
yang tidak terpisah.
Dengan adanya perbedaan-perbedaan yang fundamental dalam sistem
hukum adat ini menurut Soerojo Wignjodipoero, S.H., pada hakikatnya
disebabkan oleh karena hal-hal sebagai berikut :
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1) Corak serta sifat yang berlainan antara hukum adat dan hukum barat
(eropa).
2) Pandangan hidup (volkgeist) yang mendukung kedua macam hukum
itupun juga berbeda.
Aliran hukum barat bersifat liberalistis dan bercorak nasionalistis
intelektualistis, sedangkan aliran timur khususnya aliran pikir tradisional
Indonesia bersifat kosmis, tidak ada pembatasan anatara dunia lahir dan dunia
gaib, dunia manusia berhubungan erat dengan segala hidup di dalam alam ini.
Segala sesuatu itu bersangkut paut, saling pengaruh mempengaruhi.20
J. Wujud Hukum Adat
Di dalam masyarakat hukum adat nampak dalam tiga wujud, yaitu
sebagai berikut :
1. Hukum yang tidak tertulis (jus non scriptum), merupakan bagian yang
terbesar
2. Hukum yang tertulis (jus scriptum), hanya sebagian kecil saja, misalnya
peraturan-peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh raja-raja
atau sultan-sultan dahulu seperti pranatan-pranatan di Jawa peswara-
peswara atau titiswara-titiswara di Bali dan sarakata-sarakata di Aceh.
3. Uraian-uraian hukum secara tertulis, lazimnya uraian-uraian ini adalah
merupakan suatu hasil penelitian (Researcht) yang dibukukan, seperti
antara lain : Buku hasil penelitian Prof. Soepomo yang diberikan judul
“Hukum Perdata Adat Jawa Barat” dan buku hasil pemelitian Prof.
Djojodigoeno atau Tirtawinata yang diberi judul “Hukum Perdata Adat
Jawa Tengah”.21
20Setiady, Tolib, Loc.Cit., halaman 39-42
21 Surojo Wignjodipuro, Loc.Cit., halaman 22
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K. Kekuatan Material Peraturan Hukum Adat
Tebal atau tipisnya kekuatan material sesuatu peraturan hukum adat
adalah tergantung dari faktor-faktor sebagai berikut :
a. lebih atau kurag banyaknya (frequentie) penetapan-penetapan yang
serupa yang memberikan stabilitas kepada peraturan-peraturan
hukum yang diwujudkan oleh penetapan-penetapan itu.
b. Seberapa jauh keadaan sosial di dalam masyarakat bersangkutan
mengalami perubahan.
c. Seberapa jauh peraturan yang diwujudkan itu selaras dengan sistem
hukum adat yang berlaku.







A. Hukum Adat Masa Pendudukan VOC
Pada tahun 1580 Portugis ditaklukkan Spanyol. Oleh karena Belanda
bermusuhan dengan Spanyol, maka ia tidak dapat lagi membeli hasil bumi
dari Portugis. Hal ini berakibat ia harus mencari jalan sendiri ke timur untuk
mencari bahan rempah-rempah. Pada tahun 1589 Belanda bersauh di Pantai
Banten, suatu kerajaan Islam yang ketika itu merupakan pasar hasil bumi
dimana banyak pedagang asing yang bermukim untuk berdagang.
Beberapa dari bangsa Portugis yang datang  di Indonesia tidak saja
sebagai pedagang tetapi juga sebagai pejuang Perang Salib, maka kedatangan
Belanda semata-mata untuk berniaga. Pada tanggal 20 Maret 1602 atas
anjuran van Oldenbarnevelt orang Belanda mendirikan VOC (Vereenigde
Oostindische Compagnie) sebagai gabungan dari semua maskapai dagang
Belanda. Pengurus VOC kesemuanya kurang lebih 60 orang di mana 7 di
antarana dipilih menjadi pengurus harian yang disebut Heeren XVII.
Daerah pertama yang dikuasai VOC adalah daerah Jakarta yang oleh
VOC diangggap meliputi daerah Laut Jawa dan Samudra Indonesia dengan
bayas Sungai Cisadane di sebelah barat dan Sungai Citarum di sebelah timur.
Pada hakikatnya di wilayah tersebut adalah hukum VOC yang diberlakukan
dalam bentuk plakat berupa pengumuman atau berupa ordonnantie (undang-
undang). Di masa Gubernur Jendral van Diemen peraturan-peraturan itu
dikodifikasikan kitab undang-undang (wetboek) yang disebut “Ordonnantien
en Statuten van Batavia” dan atau juga disebut “de Oude Sttuten van Batavia”
yng ditetapkan pada tanggal 5 Juli 1642.
Peraturan-peraturan VOC tersebut ternyata hanya berlaku di kota Jakarta
dan sekitarnya. Di daerah pedalaman rakyat tidak mengajukan perkaranya ke
Jakarta dikarenakan terlalu jauh dan lalu lintas masih sulit. Oleh karenanya di
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daerah pedalaman tetap berlaku hukum adat. Bahkan walaupun daerah
Bandung, Sumedang, dan Parakan Muncang pada tahun 1677 telah dapat
dikuasai oleh VOC di mana seharusnya berlaku hukum kompeni, ternyata
“Heeren Schepenen” yang seharusnya mengadili perkara perdata, begitu pula
Raad van Justitie dan Hoge Tafel (Pengadilan tinggi), itu hanya
menyelesaikan perkara untuk Jakarta dan sekitarnya.Sikap VOC terhadap
pengadilan asli ternyata adalah sebagai berikut :
1. Sikapnya selalu tidak tetap, karena ia tidak berkepentingan dengan
pengadilan asli.
2. VOC tidak suka ambil pusing terhadap pengadilan asli, bukan karena
dianggap baik, tetapi dikarenakan tidak mau banyak di bebenai
pekerjaan-pekerjaan administrasi.
3. Terhadap bangunan-bangunan asli VOC bersikap atas sendi
“Opportuniteits Politiek”, artinya hanya tergantung pada adanya
kebutuhan.
4. VOC hanya mencampuri penyelesaian perkara pidana, karena ia
memerlukan adanya ketentraman umum pada masyarakat.
5. Terhadap hukum Perdata baik di Jakarta maupun di Daerah-daerah, VOC
membiarkan saja berlakunya hukum Adat.
Mengenai hukum waris untuk bangsa Indonesia yang beragama Islam
harus diberlakukan hukum adat bukan hukum Belanda. VOC terpaksa bebruat
demikian dikarenakan masyarakat Jakarta tetap saja berpegang sikap
demikian itu berarti VOC menangguhkan perintah pengurus VOC di negeri
Belanda “Heeren XVII” tertanggal 4 Maret 1621 yang menghendaki agar
hukum sipil Belanda diberlakukan di dalam daerah yang dikuasainya.
Perintah heeren XVII ini baru diumumkan berlakunya dengan plakat
tertanggal 16 Juni 1625 dengan ketentuan syarat bahwa berlakunya hukum
sipil itu dapat dilaksanakan “apabila ia dapat dilakukan” atau “apabila
menurut keadaan dapat dilakukan”.
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B. Hukum Adat Masa Hindia Timur (1800-1811)
Pada tanggal 31 Desember 1799 VOC dibubarkan; semua harta kekayaan
diambil alih oleh “Bataafsche Republiek” yang meninggalkan aktiva f 10 juta
dan pasiva f 126 juta. Untuk pemerintahan dan harta kekayaan VOC di
Indonesia diserahkan penguasaannya kepada “Raad der Aziatische
Bezittingen en Etablissementen” (Dewan Harta Benda dan Penempatan di
Asia) yang isingkat menjadi “Aziatische Raad”. Badan pemerintahan bekerja
sejak 1 Januari 1800. Kemudian Bataavsce Republiek dijadikan “Coninrijk
Holland” dengan Rajanya Louis Napoleon. Raja ini mengangkat Herman
Willem Deandles menjadi Gubernur Jendral Hindia Timur (1808-1811).
Selama Deandles menjadi “Marsekal Besi” di Indonesia pekerjaanya terutama
adalah :
1. Memberantas korupsi para pejabat VOC.
2. Mereorganisasi kehakiman dan Pamong Praja.
3. Membuat jalan raya Anyer-Panarukan.
4. (Tetapi juga akhirnya) Menjadi penjual tanah kepada orang asing,
yang menyebabkan timbulnya “Tanah Partikelir”.
Kemudian Bataafshe Republiek dijadikan “Koninkrijk Holland” dengan
Rajanya Louis Napoleon. Raja ini mengangkat Herman Willem Daendels
menjadi Gubernur Jendral Hindia Timur (1808-1811). Menurut Charter
Aziatische Raad yang disahkan pada 27 September 1804 maka ditentukan
bahwa semua lembaga yang sudah baik akan tetap dipertahankan, kecuali
yang dianggap perlu untuk dilakukan perubahan-perubahan. Walupun charter
ini sebenarnya tidak berlaku lagi setelah masa Koninkrijk Holland, tetapi
Deandels sendiri terpengaruh oleh ketentuan charter tersebut dalam
melaksanakan pemerintahannya di Indonesia.
Menurut Pasal 86 Charter 1804 dinyatakan bahwa susunan pengadilan
untuk orang Indonesia akan tetap menurut hukum serta adat mereka,
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sedangkan pemerintah Hindia akan menjaga dengan alat-alatnya yang pantas,
agar di daerah yang langsung dikuasai oemerintah sedapat-dapatnya
perbuatan yang sewenang-wenang yang masuk dengan diam-diam, yang
bertentangan dengan hukum serta adat anak negeri akan tersapu; lagi pula
akan diusahakan agar anak negeri mendapat keadilan dengan cepat dan baik,
dengan jalan menambah banyaknya pengadilan negeri atau pengadilan
pembantu; kemudian semua pengaruh yang buruk dari kekuasaan politik apa
pun juga ditentang. Walaupun Daendels tampaknya kecewa terhadap
kekurangan yang terdapat di dalam hukum adat (pidana), tetapi ia merasa
segan untuk menggantinya dengan hukum Eropa. Oleh karenanya ia memilih
jalan tengah dalam menggunakan hukum adat. Ia memakai hukum adat jika
tidak bertentangan dengan dasar-dasar keadilan dan kepatutan.
1. Di Daerah Jakarta/Priangan
Perubahan yang dilakukan Deandels terhadap pengadilan yang
mengadili perkara bagi bangsa Indonesia dengan hukum Belanda, yang
daerah hukumnya tidak saja untuk Jakarta dan sekitarnya tetapi juga
meliputi regenschappen (Kabupaten-kabupaten) Priangan, adalah dengan
mengeluarkan keputusan tanggal 15 Maret 1808 yang menentukan
”Lingkungan kekuasaan hukum dari schappenen dalam pemeriksaan
pertama ditetapkan terbatas dengan lingkungan kecil di sekeliling kota
Jakarta”.
Kekuasaan Jaksa dimasa VOC melakukan pemeriksaan pertama
dalam perkara pidana dan perdata di daerah Priangan dialihkan kepada
“drossaard”. Di bawah drossaard ada lagi jabatan yang disebut
“Schouten” yang tugasnya melakukan tuntutan orang jahat, melakukan
penangkapan dan mencari keterangan sementara. Jabatan drossaard ini
kemudia diganti dengan sebutan “landdorst” berdasarkan putusan
tanggal 28 April 1810. Dengan demikian hilanglah wewenang
“gecommitterde” di daerah Priangan, dan tugasnya kemudian hanya
untuk urusan pertanian serta kepolisian dalam daerah Kabupaten Jakarta
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dan Priangan. Gecommitterde ini kemudian diganti namanya menjadi
“perfect”, kemudian diganti lagi dengan “landdorst” , sehingga
landdorst itu merupakan instansi pengadilan untuk seluruh Jawa.
2. Di Daerah Jawa Tengah dan Timur
Kedudukan “landraad” Semarang yang semula meleiputi daerah
pesisir utara dan Jawa Timur dipecah dengan mengadakan pengadilan
pembantu yang berkedudukan di Surabaya untuk peradilan di daerah
Jawa Timur. Pengadilan Semarang dimasa VOC yang mengadili menurut
hukum Adat antara lain berdasarkan kitab hukum Morghrarraer,
tersusun sebagai ketua adalah Gubernur Belanda dengan 7 Bupati
terkemuka sebgai anggota, 2 penulis seorang Belanda dan seorang
Indonesia, dan seorang penuntut Jaksa. Setelah oleh Deandels diadakan
perubahan maka susunan anggotanya terdiri dari anggota Landgerecht
dan seorang Bupati dari daerah timur dan seorang dari daerah barat.
Kekuasaan hukum landraad tersebut ialah untuk memutus “hukuman
mati” terhadap kejahatan perampokan rumah-rumah ibadah,
penghianatan, merusak kuburan serta pembunuhan yang dilakukan serta
sesama orang Jawa termasuk perkara kejahatan yang dilakukan para
Bupati, Jaksa, keluarganya dan penduduk yang terkemuka lainnya.
3. Jalan Pikiran Deandles Mengenai Hukum Adat
Walapun Deandles tampaknya kecewa terhadap kekurangan yang
terdapat didalam Hukum Adat (Pidana), tetapi ia merasa segan untuk
menggantinya dengan Hukum Eropa. Oleh karenanya ia memilih jalan
tengah dalam menggunakan hukum Adat. Ia memakai hukum adat jika
tidak bertentangan dengan dasar-dasar keadilan dan kepatutan.
Sebaliknya hukum adat itu tidak ada dipakainya:
a. Apabila dipakainya hukum adat itu akan berakibat si penjahat
dapat menarik diri dari hukumannya.
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b. Apabila hukuman yang dijatuhkan tidak sebanding dengan
perbuatan kejehatan atau hubungan itu tidak cukup untuk
menjamin keamanan umum.
c. Apabila hukum acara adat tidak mungkin dipakai untuk
mendapatkan pembuktian atau untuk dasar keinsafan hakim.
Selanjutnya jalan pikiran Deandles terhadap hukum adat perdata
dapat dilihat dari pasal 2 aturan acara perkara bagi drossard di daerah
Jakarta dan sekitarnya yang mengatakan: ”Dalam pemeriksaan dan
penyelesaiaan suatu perkara mengenai agama, adat, perkawinan bagi
orang yang tidak beragama Kristen harus sedapat-dapatnya diperhatikan
hukum adat mereka, agar ia dapat dipakai dasar keputusan”.
Bagaimana cara memperhatikan hukum dan adat yang akan
diterapkan ke semuanya itu diserahkan kepada hakim. Jadi hakim
merdeka untuk itu dan tergantung pada keinsafan sendiri. Deandles
adalah Gubernur Jendral Belanda yang menempatkan kedudukan
penghulu sebagai penasihat tentang hukum adat didalam susunan badan
pengadilan yang bergerak bagi daerah Jakarta dan Priangan. Walaupun
Deandles menempatkan hukum adat untuk menyelesaikan perkara orang-
orang Indonesia, tetapi jika dibanding kedudukannya dengan hukum
Eropa, hukum adat tetap dianggap lebih rendah.
Dengan demikian, maka pengadilan ketika itu berkuasa untuk
menambah dan memperbaiki acara perkara bagi bangsa Indonesia atas
dasar “pemufakatan”, dengan melihat contoh-contoh hukum yang umum
serta praktik peradilan. Jadi jalan pikiran Daendels banyak membuat
perubahan dalam hukum adat pidana, tidak saja terbatas bagi golongan
penduduk orang pribumi tetapi juga penduduk non-pribumi, seperti
terhadap orang-orang Cina dengan dikeluarkannya resolusi 13 Maret
1809 yang semata-mata mengatur untuk mengadili golongan Cina di
Bogor. Sebagai ketua untuk mengadili orang Cina adalah “prefect”
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sedang hukum yang diberlakukan apabila orang Cina yang menajdi
terdakwa adalah menurut hukum adat dan kepatutan.
C. Hukum Adat Masa Kekuasaan Inggris (1811-1816)
Dikarenakan banyak pengaduan atas keburukan kerjanya di bidang
keuangan dan kejam terhadap rakyat, maka pemerintah Holland
menggantikan Daendels denngan Gubernur Jendral van Willem Janssens pada
tanggal 16 Mei 1811. Selama masa kekuasaan Janssens pemerintahan Hindia
Timur banyak mengalami kesulitan, karena musuh-musuh dari dalam negeri
dan musuh dari luar negeri ialah Inggris yang tidak dapat membiarkan
kekuasaan Prancis (Louis Napoleon) atas Pulau Jawa.Ketika Raffles diangkat
menjadi Letnan Gubernur pada tanggal 11 September 1811 maka Lord Minto
memproklamasikan dasar-dasar pemerintahan Inggris sebagai di bawah ini:
1. Politik bermurah hati dan sabar kepada rakyat,
2. Susunan pemerintahan lama akan diadakan perubahan,
3. Lembaga-lembaga VOC yang diteruskan Deandles oleh karena
bersifat “biadab feodal” harus ditiadakan,
4. Sistem pajak yang dibayar benda dan kerja paksa
(contingenten;verplichte leverentie en hereendiensten) akan
dihapuskan.
Harus diingat bahwa kompeni Inggris yang saat itu menguasai daerah
Bengkulu, di mana pengaruhnya sampai ke daerah Lampung. Pada tahun
1801 Inggris mengadakan perjanjian dengan kepala-kepala marga di
Semangka, di mana hanya kapal-kapal Inggris yang boleh masuk di Teluk
Semangka. Untuk menghambat pengaruh Inggris sampai ke daerag Keratuan
Daerah Putih maka pada tanggal 22 November 1808 Daendels mengakui
kekuasaan Radin Inten/sebagai Prins Regent dengan pangkat kolonel. Dalam
hubungan dengan hukum adat ketika William Marsden bertugas di Bengkulu
(1771-1779) ia menyelediki tentang masyarakat adat Rejang, Pasemah,
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Kurinci, Lampung, juga Minangkabau, Indrapura, Siak, Batak, dan Aceh,
yang kemudian ditulisnya dalam bukunya “The History of Sumatra”.
Wali Negeri Inggris di India Lord Minto sejak 1807 telah menyiapkan
“expeditie” untuk merebut pulau Jawa. Untuk mendapatkan data-data tentang
Indonesia. Ia mendapat bantuan dari Raffles yang ketika itu menjadi “adjunct
secretaries” kompeni Inggris di pulau Penang. Untuk keperluan persiapan itu
Raffles lalu diangkat Lord Minto sebagai “Agen Politik” dengan tugas
mengumpulkan bahan-bahan guna merebut Pulau Jawa.
Apa yang diusulkan Raffles diterima Lord Minto, maka di dalam bulan
Mei 1811 ekspedisi Inggris berangkat dari Malaka di bawah pimpinan
langsung Lord Minto dan Raffles sebagai sekretarisnya. Pada tanggal 4
Agustus 1811 tentara Inggris mendarat di Pulau Jawa. Pada tanggal 11
September Raffles diangkat menjadi Letnan Gubernur dan pada tanggal 18
September 1811 Belanda menyerah dengan kapitulasi Gubernur Jendral
Janssens di Salatiga.
Untuk perbaikan tersebut harus diadakan penelitian terlebih dahulu, oleh
karenannya dibentuk suatu panitia penilitian  yang diketuai Kolonel
Mackenzei. Dalam ia menjalankan kekuasaannya, alam pikiran Raffles
dipengaruhi filsafat “perikemanusiaan” yang ketika itu berpengaruh di Eropa.
Ia berusaha untuk melindungi kepentingan rakyat dan melenyapkan pengaruh
kepala-kepala masyarakat dari masa VOC seperti Regent (Bupati), Demang
(Wedan) dan lain-lain. Tetapi jiwa perikemanusiaannya itu sering
bertentangan dengan rencananya untuk menerapkan sistem kekuasaan Inggris
di Indonesia.Raffles adalah orang yang suka banyak teori, maka sering kali ia
membuat peraturan-peraturan tanpa menghiraukan hasil penilitian Mackenzie.
Akibatnya peraturan jadi tinggal peraturan, oleh karena di dalam
kenyataannya tidak bisa berlaku karena tidak sesuai dengan keadaan
masyarakat.
Dipakainya hukum adat untuk mengadili bangsa Indonesia yang
dilakukan oleh orang Indonesia di masa Raffles tidak berarti bahwa para
hakim (wedaba atau bupati) itu daoat bertindak secara “arbitrair” menurut
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kemauan mereka sendiri di dalam “Division’s Court atau Regent’s Court”.
Raffles menghormati hukum adat (perdata) dikarenakan mengambil contoh
dari pelaksanaan pemerintahan Inggris di India, tapi walaupun hukum adat
diberlakukan sebagaimana juga di India ia harus mengingat syarat-syarat
bahwa hukum adat itu tidak bertentangan dengan:
1) “The universal and acknowledged principles of natural justice” atau
dengan
2) “The acknowledged principles of substantial justice:
Dalam hal hukum adat pidana Raffles bertindak sewenang-wenang ini
dapat diketahui bahwa Pangeran Diponegoro menuntut agar di era kerajaan
Jawa Tengah dilakukan kembali hukum pidana yang berlaku sebelum tahun
1811, kalau tidak dia tidak mau melayani perundingan-perundingan dengan
Inggris.
Seperti halnya dengan anggapan Inggris di India bahwa bagi orang Hindu
berlaku hukum agama Hindu, maka Raffles juga menganggap bahwa bagi
orang yang beragama Islam berlaku hukum agama Islam. Dengan demikian
berarti hukum adat disamaakn saja dengan hukum Islam yang dapat dipelajari
dari kitab-kitab hukum Islam. Hal ini bertentangan dengan pendapat panitia
Mackenzie yang menunjukkan bahwa hukum adat yang berlaku tidak dapat
dibaca dari buku-buku saja akan tetapi harus diteliti di dalam kehidupan
masyarakat sehari-hari.
Walaupun Raffles mencela Daendels yang membiarkan berlakunya
hukuman adat pidana seperti “hukum bakar hidup” dan “menikam dengan
keris”, tetapi dikarenakan pengetahuannya masih tipis mengenai hukum adat,
di mana ia juga belum paham tentang hukum adat perdata, maka tanggapan
Raffles sebenarnya terhadap hukum adat ialah “Hukum adat itu belum
sederajat dengan hukum Eropa, tetapi baik untuk diberlakukan terhadap orang
Indonesia dan tidak patut untuk orang Eropa”.
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D. Hukum Adat di Masa Hindia Belanda
Setelah berakhirnya perang Inggris - Belanda, maka berdasarkan
“Conventie van London” tanggal 13 Agustus 1814 semua daerah jajahan
yang telah diduduki Inggris dikembalikan lagi kepada Belanda. Komisaris
Jendral mempunyai kekuasaan tertinggi atas nama raja Belanda untuk
mengatur dan melaksanakan pemerintahan dengan bagian-bagiannya antara
lain sebagai berikut:
1. Untuk menjaga agar keadaan tidak terganggu maka undang-undang dan
peraturan yang ada telah melakukan hukum, penguasaan dan penagihan
daripada penghasilan dan hak-hak negeri, pertanian, perdagangan,
pelajaran, urusan pemerintahan umum, tetap berlaku dengan tak
berkurang kekuataannya sedikitpun.
2. Dalam hal mengadili perkara perdata dan pidana, hakim memberi
keputusan atas nama dan oleh raja Belanda.
Diadakannya aturan peralihan itu adalah untuk menjaga kekosongan
hukum dan dikarenakan pemerintah dinegeri Belanda tidak banyak
mengetahui pemerintahan di Indonesia. Sesungguhnya apa yang dilakukan
oleh para komisaris Jendral itu adalah untuk melanjutkan peraturan-peraturan
Inggris yang ada dengan sendi-sendinya dan dengan perubahan-perubahan
yang dipandang perlu saja. Perhatian dan karangan-karangan tentang hukum
adat dari orang-orang Barat di masa pemerintahan komisaris-komisaris
jendral sampai tahun kodifikasi 1848 dapat kita catat sebagai berikut:
1) Masa Mr. C. Th. Elout (1816 – 1819)
Sebagai tenaga utama dari komisaris-komaris jendral yang yang
mengambil alih pemerintahan dari Inggris, Elout, ini tidak tertarik
pada hukum adat, pandangannya terhadap tanah didasarkan pada
hukum tata negara di mana tanah itu adalah milik negara, sedangkan
petani adalah penyewa dari tanah negara.
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Dimasanya terdapat seorang residen bernama van Sevenhoven yang
pernah menjabat residen di Kedu tahun 1817, di Cirebon tahun 1819,
kemudian di Solo tahun 1824, di Jogja tahun 1826, dan di Cirebon
lagi tahun 1827. Residen ini tertarik dan meneliti mengenai hak-hak
atas rumah, pekarangan dan kebun-kebun.
2) Masa Vd. Capellen (1819 – 1825)
Wali negeri ini pada tahun 1824 mengumumkan peraturan untuk
daerah sulawesi selatan, isinya menunjukan tidak adanya perhatian
terhadap hukum adat. Tetapi masa kekuasaannya itu ada seorang
belanda yang bertugas di solo pada tahun 1824 bernama j.w.winter
menulis tentang “Undang-undang raja” (dari tahun 1818). kemudian
dia dipecat oleh pemerintah pada tahun 1819 kerana melakukan
pemerasan terhadap pembesar-pembesar keratin.
Tahun 1825 Jendral Mayor Mr. H.G. Baron Nahuys van Burgest
yang pernah menjadi residen di joga mengenai “sketsa bengkulu”.
Nahuys menyatakan bahwa orang-orang minang beradat kemenakan,
yang menerima waris adalah kemenakan, kemudian katanya ada
orang-orang indonesia yang takut menyebut namanya sendiri,
kepala-kepala suku di padang mengadili perkara berdasarkan Al-
Qur’an yang sedikit dipahami oleh rakyat. Tulisannya masih banyak
yang janggal.
3) Masa Dus Bus (1826 – 1830)
Du bus ini sudah mempunyai pengertian tentang hukum adat. Yang
penting dalam hukum adat itu adalah bagian hukum indonesia asli.
Yang menarik perhatian di masa Du Bus ialah diangkatnya G.C.
Hageman yang menjadi ketua Hoggerechtshofhindia belanda pada
tanggal 30 juli 1830:“kepada hageman ditugaskan untuk melakukan
pemeriksaan sedemikian rupa, agar undang-undang umum yang




Dengan tugas tersebut maka hageman akan mempertimbangkan
terhadap bangsa indonesia terus diberlakukan dengan hukum
adatnya ataukah dimasukkan pula ke lingkungan asas konkordasi.
Menurut hageman baik indonesia maupun eropa di indonesia sudah
diperlukan adanya buku hukum sipil yang ditulis dalam bahasa
indonesia. Tetapi hal tersebut hanya angan-angan saja karena batas
waktu sudah habis sebelum ia menyelesaikan tugasnya.
4) Masa Van den Bosch (1830 – 1833)
Gubernur jendral yang meninggalkan halaman hitam dalam sejarah
indonesia karena cultuurstelsel ini, mempunyai pandangan yang
tidak menentu terhadap hukum adat. Di masa kekuasaannya ini
ada seorang ahli bahasa bernama Gericke pada tahun 1831
menerbitkan buku-buku bacaan jawa yang mengandung hukum adat.
5) Masa Jean Chretien Baud (1833 – 1836)
Berbeda dari v.d. Bosch, wali negeri ini mempunyai banyak
perhatian terhadap hukum adat. Ia memahami tentang hak ulayat desa
sebagai “Hakulloh” dan dia tidak sependapat dengan domain-teori
Raffles. Baud ini menerima dang mengikuti nasihat dari Mr. P. Merkus
mengenai hak atas tanah rakyat dan hak ulayat desa dan menaruh
perhatian terhadap hak tersebut terhadap kepentingan orang-orang
Eropa.
Di masa ia berkuasa telah terbit majalah “ De Oosterling” (1835-
1837, Kampen) yang memuat tulisan van den Broecke tentang
Bali. Dicatat bahwa tahun 1839 Thomas John Newbold seorang
musafir yang menerbitkan karangannya tentang “straits settlements”
di mana disitu mengemukakan pujiannya terhadap Marsden, Raffles
dan Crawfurd yang banyak mendapat bahan tentang hukum adat.
6) Masa Mr. P. Merkus (1842 – 1844)
Gubernur jenderal ini adalah penentang dari van den Bosch,
dikarenakan banyak membela kepentingan rakyat Indonesia
terhadap tanha-tanahnya. Di masa kekuasaannya sebenarnya sudah
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banyak hasil-hasil penelitian mengenai hukum adat yang dapat
diketahui misalnya dari Akademi Delft yang dibentuk dalam tahun
1842. Selanjutnya dalam tahun 1844 Prof. Roorda menerbitkan kitab
undang-undang raja-raja, dengan maksud menyokong kesusatraan
Jawa yang juga dapat dipakai untuk memberikan pengertian tentang
hukum raja-raja. Kemudian di dalam tahun 1844 itu juga Prof. A.
Meursinge, seorang dosen dari Akademi Delft mengeluarkan suatu
saduran yang berjudul “Kitab Pegangan Yang Mengenai Hukum
Islam” yang isinya beserta dari suatu teks dalam bahasa Melayu
yang diketemukan di Gorontalo.
Pada tahun 1843 Residen van Schmid menulis tentang adat istiadat
di Pulau Ambon dan Seram. Pada tahun 1843 ini juga Edouard
Dulanier guru besar dalam bahasa-bahasa timur menulis tentang
hukum asli di Indonesia dalam karangannya tentang “Recherches
sur la Legislation Malaye”. kemudian majalah “Nederlandsche
Jaarbooken voor Regtsgeleerdheid en Wetgeving 5, 1843” memuat
suatu tulisan tentang pengadilan dan undang-undang di tanah
kerajaan (vorstenlanden), dan karangan dari R. de Fillietaz Bousquet
bekas Gubernur Celebes.
Pada tahun 1844 Dr. D. L, Mounier menerbitkan “Nawalapradata”
dengan terjemahan dan catatan-catatannya, sedangkan ahli bahasa
Jawa C. F. Winter (anak dari J. W. Winter) pada tahun 1844 tersebut
menerbitkan tulisan tentang “Lembaga-lembaga Adat dan Kebiasaan
serta Kewajiban-kewajiban hukumnya di Surakarta”. kemudian
selanjutnya yang menaruh perhatian dan menulis tentang hukum
adat menjelang tahun 1848 kita catat pula seperti J.F.G. Brumund
pada tahun 1845 seorang pendeta yang menguraikan tentang Maluku,
Makyan, Bacan; dan dalam tahun 1846 bestuurder di daerah Batak
T.Y. Willer menulis tentang “Kumpulan Undang-undang Batak dan
Lembaga-lembaga di Mandailing dan Pertibie”. Pada tahun-tahun
1846-1847 selanjutnya Bataviaasch Genootschap” sudah menaruh
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minat terhadap hukum adat. Kemudian James Richardson Logan
memperkenalkan nama “Indonesia” di dalam penerbitanya Journal
of the Indian Archipelago and Eastern Asia (1847-1859). Di dalam
penerbitan ini hanya diuraikan tentang Indonesia.
E. Hukum Adat di Masa Jepang
Untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan, pemerintah militer Jepang
(1942-1945) mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 untuk menjalankan
pemerintahan bala tentara (K.P. Nomor istimewa Maret 1943 hlm. 6-7).
Peraturan ini menyatakan bahwa semua badan pemerintahan dengan
kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintah Hindia Belanda
untuk peraturan militer Jepang.Dengan adanya peraturan peralihan ini maka
hukum adat masih tetap berlaku sebagaimana dinyatakan oleh Indische
Staatsregeling Belanda Pasal 131 ayat 2 sub. b., walaupun di dalam praktik
sehari-hari pemerintah fasis Jepang tidak benar-benar menghormati hukum
adat. Pada masa itu banyak pemuka-pemuka adat yang menjadi korban
kekejaman militer dan dikarenakan kehidupan ekonomi desa demikian
melarat, sehingga hukum adat di sana sini tidak berlaku sebagaimana
mestinya.
Pada masa penjajahan Jepang juga terdapat regulasi yang mengatur
tentang hukum adat Indonesia, yaitu pada Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1942 yang
menjelaskan bahwa semua badan pemerintah dan kekuasaannya, hukum dan
UU dari pemerintah yang dahulu tetap diakui sah buat sementara waktu saja,
asal tidak bertentangan dengan peraturan militer.Arti dari pasal tersebut
adalah hukum adat yang diatur pada saat masa penjajahan Jepang sama ketika
pada masa Hindia Belanda, tetapi harus sesuai dengan peraturan militer
Jepang dan tidak boleh bertentangan. Pada hakikatnya, dasar yuridis
berlakunya hukum adat pada masa penjajahan Jepang hanya merupakan
ketentuan peralihan karena masanya yang pendek.23





A. Pengertian Lembaga Adat
Lembaga adat  merupakan  kata  yang  berasal  dari  gabungan  antara
katalembaga dan kata adat.  Kata  lembaga  dalam  bahasa  Inggris  disebut
dengan institution yang berarti pendirian, lembaga, adat dan kebiasaan. Dari
pengertian literature tersebut, lembaga dapat diartikan sebagai sebuah istilah
yang menunjukkan kepada pola perilaku manusia  yang mapan terdiri dari
interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilaiyang
relevan. Sehingga lembaga adat adalah pola perilaku masyarakat adat yang
mapan yang terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu
kerangka nilai adat yang relevan. Menurutilmu budaya, lembaga adat
diartikan sebagai suatu bentuk organisasi adatyang tersusun relative tetap
atas pola-pola kelakuan, peranan- peranan, dan relasi-relasi yang terarah dan
mengikat individu, mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum adat guna
tercapainya kebutuhan-kebutuhan dasar. Sedangkan menurut pengertian
lainnya, lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang
dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat  tertentu  mempunyai  wilayah
tertentu  dan  harta  kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk
mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal- hal yang berkaitan dengan
adat.
Pengertian lembaga adat menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan,
Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk
maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah
masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan
wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut,
serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan
berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu  pada
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adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Dari beberapa pengertian diatas
maka dapat disimpulkan bahwa lembaga adat adalah suatu organisasi atau
lembaga masyarakat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat
tertentu yang dimaksudkan untuk membantu pemerintah daerah dan menjadi
mitra pemerintah daerah dalam memperdayakan, melestarikan, dan
mengembangkan adat istiadat yang dapat membangun pembangunan suatu
daerah tersebut.
B. Fungsi Lembaga Adat
Lembaga Adat berfungsi bersama pemerintah merencanakan,
mengarahkan, mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tata
nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yangberkembang dalam
masyarakat demi terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan,
keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Lembaga adat berfungsi
sebagai alat kontrol keamanan, ketenteraman,kerukunan, dan ketertiban
masyarakat, baik preventif maupun represif, antara lain:
1) Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan;
2) Penengah (Hakim Perdamaian) mendamaikan sengketa yang timbul
dimasyarakat.
Kemudian, lembaga adat juga memiliki fungsi lain yaitu :
1) Membantu pemerintah dalam kelancaran dan pelaksanaan
pembangunan disegala bidang terutama dalam bidang keagamaan,
kebudayaan dan kemasyarakatan.
2) Melaksanakan hukum adat dan istiadat dalam desa adatnya.
3) Memberikan kedudukan hukum menurut adat terhadaphal-halyang




4) Membina dan mengembangkan nilai-nilai adat dalam rangka
memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan
nasional pada umumnya dankebudayaan adat khususnya.
5) Menjaga, memelihara danmemanfaatkan kekayaandesaadatuntuk
kesejahteraan masyarakat desa adat.
C. Wewenang Lembaga Adat
Lembaga adat memiliki wewenang yang meliputi :
1) Mewakili masyarakat adat dalam pengurusan kepentingan masyarakat
adat tersebut.
2) Mengelola hak-hak dan/atau harta kekayaanadatuntuk meningkatkan
kemajuandan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik.
3) Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat istiadat dan
kebiasaan-kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaiannya tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4) Memusyawarahkan berbagai hal yang menyangkut masalah-masalah
adat dan agama untuk kepentingan desa adat.
5) Sebagai penengah dalam kasus-kasus adat yang tidak dapat di
selesaikan pada stingkat desa.
6) Membantu penyelenggaraan upacara keagamaan di kecamatan,
kabupaten/kota desa adat tersebut berada.
D. Tugas dan Kewajiban Lembaga Adat
Lembaga Adat mempunyai tugas dan kewajiban yaitu :
1) Menjadi fasilitator danmediator dalam penyelesaian perselisihan
yang menyangkut adat istiadat dan kebiasaan masyarakat.
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2) Memberdayakan, mengembangkan, dan melestarikan adat istiadat
dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya
budaya daerah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari budaya
nasional.
3) Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta
obyektif antara Ketua Adat, Pemangku Adat, Pemuka Adat dengan
Aparat Pemerintah pada semua tingkatan pemerintahan di
Kabupaten daerah adat tersebut.
4) Membantu kelancaran roda pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan dan/atau harta kekayaan lembaga adat dengan tetap
memperhatikan kepentingan masyarakat hukum adat setempat.
5) Memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat
memberikan peluang yang luas kepada aparat pemerintah terutama
pemerintah desa/kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan
yang lebih berkualitas dan pembinaan masyarakat yang adil dan
demokratis.
6) Menciptakan suasana yang dapat menjamin terpeliharanya
kebhinekaanmasyarakat adat dalam rangka memperkokoh
persatuan dan kesatuan bangsa.
7) Membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan
antar tokoh adat dengan Pemerintah Desa dan Lurah.
8) Mengayomi adat istiadat.
9) Memberikan saran usul dan pendapat ke berbagai pihak perorangan,
kelompok/lembaga maupun pemerintah tentang masalah adat.
10) Melaksanakan keputusan-keputusan paruman dengan aturanyang
ditetapkan.
11) Membantu penyuratan awig-awig.
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12) Melaksanakan penyuluhan adat istiadat secara menyeluruh.
E. Pembinaan Lembaga Adat
Pembinaan desa dapat dilaksanakan dengan pola melaksanakan ceramah-
ceramah pembinaan desa adat, penyuluhan, penyuratan awig-awig desa adat
pada setiap tahunnya, yang pada dasarnya bertujuan untuk mencapai,
melestarikan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan hubungan manusia
dengan manusia sesama makhluk ciptaan Tuhan.
Selain itu pembinaan lembaga adat sebagai usaha melestarikan adat
istiadat serta memperkaya khasanah kebudayaan masyarakat, Aparat
Pemerintah pada semua tingkatan mempunyai kewajiban untuk membina dan
mengembangkan adat istiadat yang hidup dan bermanfaat dalam
pembangunan dan ketahanan nasional.
F. Pembiayaan Lembaga Adat
Dana pembinaan terhadap Lembaga Adat pada semua tingkatan,
disediakan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten/Kota, serta sumber-sumber lainnya yang tidak
mengikat.24
G. Pengaturan Lembaga Adat dalam Hukum Positif
Sejarah hukum yang menjelaskan peran lembaga adat dalam
penyelesaian sengketa adalah terkait dengan keberadaan pengadilan adat yang
didasarkan pada Staatsblad 1932 No. 80 setelah diubah dengan Stbl. 1938 No.
264 dan 370, dan atas pasal-pasal 1 dan 12 Reglemen Kalimantan- Timur
Besar, 1 Reglemen Pengadilan Indonesia Timur, 2 Voorlopige
Rechtsreglement, 2 Voorlopige Regeling Rechtswezen, 1 dan 2 Peraturan
24 Retno Wulndari, “Lembaga Adat”, diakses dari




Pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 1950 juncto UU No. 8 Tahun 1950,
dan pasal-pasal 101, 102 dan 142 Undang-Undang Dasar Sementara.
Sedangkan untuk peradilan Raja dan Swapraja Surakarta dan Yogyakarta
diatur dalam Pasal 2 paragrap I Staatsblad 1903 Nomor 8, untuk umum
dikenal dengan nama “Pradoto Gede”, “Pradoto (Mangkunegaran),
”Pengadilan Kraton Darah Dalam” (Kasultanan); Sumatera dalam Pasal 12
staatsblad 1938 Nomor 529. Dalam perkembangannya, Peradilan Adat
dihapus melalui beberapa peraturan perundangundangan, yaitu Undang-
undang 23 Tahun 1947 Tentang Penghapusan Pengadilan-raja
(Zelfbestuursrechtspraak) di Jawa dan Sumatera; Perpu No.1 tahun 1950
juncto UU No.8 tahun 1950 tentang Penghapusan Pengadilan Raja
(Swapraja); dan UU Darurat Nomor 1 tahun 1951 Tentang Tindakan-
Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan
dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil. Penghapusan terhadap peradilan adat
didasarkan pada pertimbangan kepentingan umum, unifikasi, dan
nasionalisme. Di samping itu dipengaruhi oleh mitos hukum negara yang
bercirikan terintegrasi dan sistematis. Harus diakui bahwa daya tahan
peradilan adat terbukti luar biasa dalam menahan gempuran dari proses-
proses penaklukan yang telah diuraikan di atas.24 Ini terbukti dari masih tetap
dilakukannya praktek-praktek penyelesaian sengketa dengan menggunakan
forum peradilan adat. Daya tahan peradilan adat ini sangat mengagumkan
mengingat upaya dan strategi pemberangusannya demikian sistemik.
Sistemik, karena ruangnya tidak hanya berada pada aras kebijakan, tetapi
sekaligus juga pada aras yang lain, yaitu tindakan-tindakan nyata di lapangan
oleh aparat hukum negara, stigmatisasi negatif, dan pelucutan kepercayaan
komunitas pemangkunya. Bila dilihat pengalaman beberapa komunitas yang
hingga saat ini masih mempraktekkannya, penerimaan dan kepercayaan
warga komunitas menjadi energi dasar bagi tetap eksisnya proses tersebut di
lingkungan mereka. Walaupun secara sporadis masih ditemukan adanya
praktek penyelesaian sengketa melaui lembaga adat, namun politik hukum
untuk menghilangkan peran lembaga adat ini tetap kuat dalam perspektif
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hukum melalui pengaturan yang bersifat umum, sumir, bahkan mengambang
dan bersifat sektoral. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa
Negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakat hukum
adat beserta hakhak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,
yang diatur dalam undang-undang. Rumusan mengenai pengakuan dalam
Pasal 2 UUD 1945 sangatlah jelas.
Pasal 5 TAP MPR No. IX/MPR/2001 tersebut merumuskan bahwa
pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam harus dilaksanakan
sesuai dengan prinsip-prinsip mengakui dan menghormati hak masyarakat
hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria dan
sumber daya alam.Pengaturan yang secara sektoral kemudian muncul dalam
beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang mengakui hak-hak masyarakat
hukum adat yaitu Putusan No. 35/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-
Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Secara hirarki kelemahan
aspek hukum pengaturan lembaga adat adalah belum ada peraturan
pelaksanaan yang bersifat umum yang menjadi acuan bagi masing-masing
daerah. Pengaturan yang bersifat umum ini penting menjadi payung bagi
daerah-daerah untuk memperkuat lembaga adat. Peraturan yang bersifat
umum haruslah mampu mengakomodasi heteroginitas masyarakat Indonesia.
Suatu perundang-undangan secara sosiologi pada dasarnya diharapkan
mampu menjadi faktor integratif, tetapi di tengah-tengah masyarakat yang
heterogin seperti Indonesia, tujuan tersebut sulit dicapai. Keberagaman nilai,
budaya, dan kebiasaan yang dimiliki oleh masyarakat tidak jarang
subsrtansinya bertentangan satu sama lain, sehingga sulit untuk pengaturan
secara seragam. Keberagaman itu mempersulit untuk memformulasikan
derajat abstraksi suatu undang-undang, karena dalam mengatur suatu yang
beragam tentu sangat sulit untuk dapat menghimpun keberagaman tersebut
dalam suatu pengaturan yang seragam. Di samping itu, Terdapat kelemahan
yuridis dalam pengembangan lembaga adat, yaitu:
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1) Belum ada Peraturan Pelaksanaan secara hirakhi perundang-undangan
hanya peraturanperaturan Menteri. Misalnya, Permendagri No. 3 Tahun
1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat
Istiadat. Sementara pada pihak lain, kebiasaankebiasaan masyarakat dan
lembaga adat di daerah tidak termasuk dalam Pasal 7 UU No. 12 Tahun
2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2) Sulit mempersatukan norma-norma ideal dan prosedural dari
kebhinekaan lembagalembaga adat yang secara otoritas dimiliki oleh
setiap masyarakat adat di Indonesia khususnya Papua yang tidak
terakomodir dalam UU Organik dan Peraturan Daerah.
3) Ketidakmampuan legal drafter dalam pembentuk peraturan-peraturan
pelaksanaan dari sisi filosofi, Sosiologi, dan yuridis yang tidak memulai
dari suatu riset terdahulu yang disebut Naskah Akademik.
H. Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Adat
Secara sosiologis, lembaga adat diakui masyarakat dan menjadi prioritas
dalam mengatur dan menyelesaikan segala persoalan di masyarakat.
Penyelesaian melalui lembaga adat lebih efektif, karena suatu lembaga adat
tumbuh berdasarkan nilai yang hidup dimasyarakat dan sudah diakui dan
dianut secara turun temurun. Hanya saja untuk tetap menjamin kepastian
hukum, maka pengaturan sebagai pengakuan masyarakat melalui perundang-
undangan tetap diperlukan terutama menyangkut hal-hal yang berkaitan
dengan bidang kehidupan yang netral seperti bidang administrasi, pendidikan
dan lain-lain. Mekanisme penyelesaian melalui lembaga adat selalu
mengedepankan keharmonisan dan kerukunan sosial. Menjaga kerukunan
sosial sangat dihargai dalam kehidupan pedesaan, dan para pelaku informal
mengutamakan pemulihan hubungan sosial ketika terjadi  masalah.
Penyelesaian melalui lembaga adat memiliki karakter yang fleksibel. Struktur
dan norma bersifat longgar untuk menyesuaikan dengan perubahan sosial.
Penyelesaian sengketa melalui lembaga adat mengandalkan otoritas dan
legitimasi lokal. Masyarakat lebih memilih peradilan non-negara utamanya
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karena otoritas para pelakunya di lingkungan pedesaan untuk memecahkan
masalah dan melaksanakan putusan. Dalam sistem kelembagaan masyarakat
adat Muara Enim terdapat syarat-syarat seperti periodisasi kepengurusan,
keputusan lembaga adat tidak dapat ditawar-tawar.
Namun penyelesaian melalui lembaga adat memiliki beberapa kelemahan
utama, yaitu kesewenang-wenangan dan kurangnya pengawasan. Walaupun
otoritas sosial menjadi kekuatan inti atas peradilan non-negara,
pelaksanaannya yang tidak dikontrol menjadi kelemahan utama. Kurangnya
prosedur dan norma yang jelas dan tidak adanya akuntabilitas akan membuat
pihak yang lemah dan terpinggirkan kurang dilayani, tanpa alternatif lain.
Prinsip dasar penyelesaian sengketa melalui lembaga adat:
1) Memperhatikan norma-norma adat ideal dan produler dan budaya.
2) Biaya murah/bahkan tidak ada biaya, sederhana dan cepat selesai.
3) Keadilan sosial diutamakan yang bermuara kepada kemanfaatan
Hukum.
Musyawarah merupakan model umum dan yang utama dalam proses
sidang dalam peradilan adat. Ini berarti institusi peradilan adat, tidak hadir
dengan misi utama untuk menjadi sarana pemaksa. Peran mediator untuk
rekonsiliasi dan konsolidasi para pihak, melalui proses penemuan putusan
yang melegakan semua pihak, termasuk masyarakat umum dari komunitasnya
yang tidak terkait langsung dengan kasus tersebut merupakan ciri penting dari
mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga adat.
Model penyelesaian sengketa dengan metode musyawarah tersebut,
membuat  peradilan adat lolos dari perangkap putusan yang tidak bisa
dijalankan. Karena prinsipnya, putusan diambil secara sukarela oleh para
pihak. Tidak ada kecurigaan dan prasangka terhadap keputusan yang diambil.
Karena semua prosenya dilakukan secara terbuka yang memungkinkan semua
pihak menyampaikan seluruh informasi secara bebas, tanpa harus memikirkan
aspek formal.
Namun, dari beberapa praktek itu juga dapat dilihat bahwa masyarakat
adat paling tidak tergambar dari putusan peradilan adat juga tidak membuat
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keputusan yang final. Bahkan ada juga yang menyerahkan kepada peradilan
formal jika ada pihak yang tidak puas dengan putusannya. Ada kecurigaan
bahwa praktek semacam ini disebabkan karena melemahnya kepercayaan di
para fungsionaris adat sehingga berharap pada sistem hukum yang lain.
Pembatasan waktu penyelesaian sengketa sangat tergantung pada kedua belah
pihak yang bersengketa apabila telah mencapai rasa keadilan sosial dengan
menjaga kosmis (keseimbangan sosial) jangan sampai terganggu. Setiap
sengketa dapat diselesaikan melalui dua mekanisme, yaitu mekanisme litigasi
atau dengan alternatif peyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa melalui
lembaga adat adalah salah satu alternatif  penyelesaian sengketa diluar jalur
liitigasi (peradilan). Maka jika alternatif ini tidak berhasil, maka dapat
dilakukan dengan alternatif lain, misalnya konsultasi, jasa baik, arbitrase, dan
jika semua alternatif tersebut juga tidak berhasil, maka dapat dilakukan
dengan jalur pengadilan sebagai alternatif terakhir.
Dalam praktik, peradilan adat sangatlah sulit diterapkan pada sengketa
tanah yang mempertemukan masyarakat adat dengan pihak lain semisal
pemerintah dan perusahaan. Karena itu maka jalan keluar yang ditempuh
komunitas selama ini biasanya melalui cara-cara negosiasi. Cara ini dipilih
karena masyarakat adat menyadari bahwa kelemahan status hukum (formal)
masyarakat adat atas wilayah adatnya akan menyulitkan mereka mencapai
keadilan jika penyelesaiannya dilakukan melalui peradilan negara. Sementara
di sisi lain, tidaklah mungkin memaksa pemerintah dan perusahaan untuk
tunduk pada hukum adat yang karenanya penyelesaian sengketa dapat
dilakukan melalui peradilan adat. Cara ini biasanya dipakai oleh masyarakat
adat untuk memperjuangkan status hukum (formal) kepemilikan mereka atas
wilayah adat.
Sikap pengadilan negeri terhadap putusan lembaga adat menunjukan
pentingnya menggali nilai-nilai adat yang sudah diamanatkan oleh UU.
Putusan lembaga adat belum menjadi bahan pertimbangan dalam putusan
pengadilan negeri apabilah salah satu pihak melanjutkan perkaranya ke
pengadilan negeri. Apabila masalah tidak diselesaikan dilembaga adat
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biasanya dilakukan secara lintas budaya untuk keabsahan masalah yang
diselesaikan, atau di bawah ke kepolisian tetapi materi penyelesaian
menggunakan hukum adat. Bahkan jika salah satu pihak tidak puas bisa
dilanjutkan ke Pengadilan Negeri. Faktor utama yang turut mempengaruhi
penyelesaian sengketa melalui budaya adat adalah budaya malu karena
masyarakat adat mengutamakan kehidupan secara solidaritas sosial dengan
menjaga keseimbangan kehidupan sosial di masyarakat adat (Kosmis). Upaya
yang diperlukan untuk memperkuat kedudukan dan peran lembaga adat dalam
penyelesaian sengketa adalah memperjelas kedudukan dan peran lembaga
adat dalam pembentukan lembaga adat sebagai lembaga kemasyarakat
kampung dan juga sebagai mitra pemerintah kampung  dan pemerintah
daerah dalam bentuk kebijakan (regulasi) di setiap daerah di Tanah Papua.
Putusan lembaga adat biasanya dilaksanakan secara sukarela oleh
masing-masing pihak dan tidak menuntut proses eksekusi sebagaimana dalam
putusan pengadilan. Tidak dilakukan keberatan terhadap putusan lembaga
adat, sebab biasanya keputusan dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak,
jika masih ada pihak yang belum bersepakat maka keputusan belum akan
diambil. Sanksi yang ditetapkan oleh lembaga adat lebih banyak berupa
sanksi sosial, misalnya sengketa yang terjadi menjadi “buah bibir”
masyarakat, sehingga para pihak merasa malu dan ini merupakan salah satu
efek jerah yang dapat ditimbulkan oleh sanksi sosial tersebut. Pada umumnya
implementasi atau eksekusi dari pemutusan lembaga adat di umumkan secara
terbuka kepada warganya secara lisan melalui toko-toko yang terlibat
menyelesaikan perkara/sengketa. dan toko adat lain yang memiliki hubungan
Klen atau warganya masing-masing.
I. Upaya Memperkuat Lembaga Adat Melalui Peraturan Daerah
Perhatian pemerintah daerah yang mengangkat dan menghidupkan
kembali lembaga adat melalui peraturan daerah merupakan contoh upaya
yang dilakukan oleh masingmasing daerah untuk memperkuat peran lembaga
adat. Di Indonesia, tidak banyak daerah yang telah membentukan Peraturan
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Daerah untuk memperkuat eksistensi lembaga adat. Peraturan Daerah
Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2007 tentang Lembaga Adat Marga
dan Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 20 Tahun 2008 Tentang
Peradilan Adat di Papua.
1. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim No. 2 Tahun 2007
tentang Lembaga Adat Marga.
Dalam dua kesempatan FGD selama di Palembang dan Muara Enim
diperoleh data sebagai beikut: Indah Febriani, S.H.,M.H., berpendapat
bahwa keberadaan suatu lembaga adat di suatu daerah cukup diatur oleh
sebuah Peraturan Daerah (Perda). Hal ini dikarenakan, suatu lembaga
adat adalah sebuah lembaga yang memiliki basis sosiologis, magis dan
kultural, dan pada dasarnya telah memiliki akar kuat di masyarakat,
sehingga peraturan melalui hukum hanya merupakan bentuk legalisasi
saja. Pengaturan dalam bentuk perda juga lebih tepat karena masig-
masing daerah memiliki keunikan, sehingga jika pengaturanya melalui
suatu Undang-Undang, maka tingkat abstraksinya terlalu luas dan akan
tetap memerlukan penjabaran yang lebih konkrit melalui suatu perda.
1. Payung hukum yang lebih tinggi tidak dibutuhkan secara mendasar.
Kalaupun akan diatur dalam level yang lebih tinggi, misalnya UU,
maka cukuplah UU tersebut memberikan legitimasi terhadap
keberadaan suatu lembaga adat, sedangkan bagaimana bentuk,
struktur, peranan, dan subjek yang terlibat dalam suatu lembaga adat
cukup dan lebih tepat diatur oleh sebuah perda.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan pelaksanaan
penyelesaian sengketa melalui lembaga adat dapat dikorelasikan
dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu
(1) faktor hukumnya/ pengaturnya, (2) faktor penegak hukum/
pemangku adatnya, (3) faktor sarana dan prasarana, (4) faktor
budaya hukum, dan (5) faktor pandangan masyarakat terhadap
lembaga adat itu sendiri.
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Upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat kedudukan dan
peran lembaga adat dalam penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan
antara lain:
1) Para pemangku adat terlebih dahulu harus memiliki
kemampuan dan pemahaman mendalam tentang kebiasaan
dan adat istiadat, serta nilai yang dianut dalam masyarakat,
2) Para pemangku adat harus memahami latar belakang setiap
sengketa dengan baik, sehingga dapat memberikan
penyelesaian yang diharapkan oleh para pihak,
3) Sosialisasi terus kepada masyarakat tentang keberadaan
lembaga adat sebagai salah satu alternatif yang dapat
digunakan oleh masyarakat dalam penyelesaian sengketa,
4) Perbaikan struktur kelembagaan secara internal, dan
5) Pemahaman kepada masyarakat bahwa tidak semua sengketa
harus dibawa kepengadilan, melainkan dapat ditempu dengan
berbagai alternatif penyelesaian.
2. Peraturan Daerah Khusus Papua No. 20 Tahun 2008 tentang
Peradilan Adat di Papua.
Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dimaksudkan untuk
mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan
terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), percepatan pembangunan ekonomi,
peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua, dalam
rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain.
Salah satu kekhususan otonomi bagi Provinsi Papua adalah adanya
penyelenggaraan pengadilan adat sebagaimana tercantum dalam Pasal 50
ayat (2) dan Pasal 51 ayat (1) sampai dengan ayat (8) UU Nomor 21
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Pada
kenyataannya kehidupan masyarakat adat di Papua masih terus
memberlakukan, mempertahankan dan tunduk pada pengadilan adatnya
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masing-masing terutama dalam penyelesaian perkara adat yang terjadi
diantara sesama warga masyarakat hukum adat. Peraturan daerah Khusus
Provinsi Papua Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat di Papua
berisi: 1) Ketentuan Umum, 2) Asas dan Tujuan, 3) Kedudukan dan
Tempat Kedudukan, 4) Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Pengadilan
Adat, 5) Susunan, Mekanisme, dan Putusan Peradilan Adat, 6) Hubungan
Pengadilan Adat dengan Pemerintah dan Lembaga Penegak Hukum, 7)
Larangan dan Sanksi, 8)Ketentuan Penutup.
Dari diskusi dalam FGD37 diperoleh pendapat bahwa Peraturan
Daerah yang ada tidak cukup menjadi dasar karena setiap peraturan
daerah tidak memperhatikan keberadaan lembaga adat walaupun ada
hanya dimasukkan dalam Bab/ Pasal tertentu Perda yang bersangkutan
dalam bentuk “Peran Serta Masyarakat”. Namun tidak diperlukan payung
hukum baru, karena secara yuridis sudah ada dalam rumusan Pasal 18B
UUD 1945 Jo Pasal 21I UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah dan Pasal 89 PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.38 Berbagai
peraturan perundangan tersebut menyebutkan lembaga adat sebagai
“Lembaga Kemasyarakatan”. Khusus di Papua penguatan landasan
hukumnya diperkuat oleh UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi





A. Sistem Kekerabatan Adat
Tiap-tiap anggota kelompok pada umumnya berkeyakinan tindakan
seseorang anggota kelompok tidak hanya akan mebawa akibat bagi dirinya
saja melainkan akan dirasakan oleh anggota-anggota sekelompok lainnya,
dan tak ada seorangpun dari mereka yang mempunyai pikiran akan
kemungkinan membubarkan kelompok tersebut. Tiap-tiap kelompok itu
hidup dalam suatu ketertiban tertentu. Kelompok itu sebagai satu kesatuan
dan mempunyai pimpinannya sendiri serta mempunyai kekayaan sendiri. Di
samping pimpinan dan kekayaan (benda berwujud dan benda tidak
berwujud), tiap-tiap kelompok mempunyai wilayah tertentu di atas dan di
dalam batas-batas wilayah itu kelompok yang bersangkutan menjalani
kehidupannya. Kelompok ini dinamakan Persekutuan Adat atau
Kekerabatan.25
Hukum adat kekerabatan adalah hukum adat yang mengatur tentang
bagaimana kedudukan pribadi seseorang sebagai anggota kerabat, kedudukan
anak terhadap orangtua dan sebaliknya kedudukan anak terhadap kerabat dan
sebaliknya dan masalah perwalian anak. Jelasnya hukum adat kekerabatan
mengatur tentang pertalian sanak, berdasarkan pertalian darah (sekuturunan)
pertalian perkawinan dan perkawinan adat. Dalam sistem kekerabatan
masyarakat adat, keturunan merupakan hal yang penting untuk menerutskan
garis keturunan (clan) baik garis keturunan lurus atau menyamping. Seperti di
masyarakat Bali di mana laki-laki nantinya akan meneruskan Pura keluarga
untuk menyembah para leluhurnya.
Pada umumnya keturunan mempunyai hubungan hukum yang didasarkan
ada hubungan darah, antara lain antara orangtua dengan anak-anaknya. Juga
ada akibat hukumnya yang berhubungan dengan keturunan yang
25Tolib Setiady, Loc.Cit., halaman 71
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bergandengan dengan ketunggalan leluhurnya, tetapi akibat hukum tersebut
tidak semuanya sama di seluruh daerah. Meskipun akibat hukum yang
berhubungan dengan ketunggalan leluhur di seluruh daerah tidak sama, tapi
dalam kenyataan terdapat satu pendangan pokok yang sama terhadap masalh
keturunan ini diseluruh daerah, yaitu bahwa keturunan adalah merupakan
unsur yang hakiki serta mutlak bagi suatu klan, suku ataupun kerabat yang
menginginkan agar garis garis keturunannya tidak punah, sehingga ada
generasi penerusnya.
Apabila dalam suatu klan, suku ataupun kerabat khawatir akan
menghadapi kepunahan klan, suku ataupun kerabat ini pada umunya
melakukan adopsi (pengangkatan anak) untuk meneruskan garis keturunan,
maupun pengangkatan anak yang dilakukan dengan perkawinan atau
pengangkatan anak untuk penghormatan. Seperti dalam masyarakat Lampung
di mana anak orang lain yang diangkat menjadi tegak tegi diambil dari anak
yang masih bertali kerabat dengan bapak angkatnya. Individu sebagai
keterunan (anggota keluarga) mempunyai hak dan kewajiban tertentu yang
berhubungan dengan kedudukannya dalam keluarga yang bersangkutan.
Misalnya, boleh ikut menggunakan nama keluarga (marga) dan boleh ikut
menggunakan dan berhak atas kekayaan keluarga, wajib saling membantu,
dapat saling mewakili dalam melakukan perbuatan hukum dengan pihak
ketiga dan lain sebagainya.Menurut Prof. Bushar Muhammad, S.H. keturunan
dapat bersifat:
1. Lurus, apabila orang seorang merupakan langsung keturuan dari yang
lain, misalnya antara bapak dan anak; antara kakek, bapak an anak,
disebut lurus kebawah apabila rangkainnya dilihat dari kakek, bapak ke
anak, sedangkan disebut lurus kebawah apabila rangkainnya dilihat dari
anak, bapak ke kakek.
2. Menyimpang atau bercabang, apabila antara kedua orang atau lebih
terdapat adanya ketunggalan leluhur, misalnya bapak ibunya sama
(saudara sekandung), atau sekakek nenek dan lain sebagainya.
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B. Macam-Macam Sistem Kekerabatan Adat
1. Sistem Kekerabatan Parental
Anak menghubungkan diri dengan kedua orangtuanya. Anak juga
menghubungkan diri dengan kerabat ayah-ibunya secara bilateral. Dalam
sistem kekerabatan parental kedua orangtua maupun kerabat dari ayah-ibu itu
berlaku peraturan-peraturan yang sama baik tentang perkawinan, kewajiban
memberi nafkah, penghormatan, pewarisan. Dalam susunan parental ini
seorang anak hanya memperoleh semenda dengan jalan perkawinan, maupun
langsung oleh perkawinannya sendiri, maupun secara tak langsung oleh
perkawinan sanak kandungnya, memang kecuali perkawinan antara ibu dan
ayahnya sendiri. Susunan sistem kekerabatan parental berlaku pada
masyarakat Jawa, Madura, Kalimantan, dan Sulawesi.
2. Sistem Kekerabatan Patrilineal
Anak menghubungkan diri dengan ayahnya (berdasarkan garis keturunan
laki-laki). Sistem kekerabatan ini anak juga menghubungkan diri dengan
kerabat ayah berdasarkan garis keturunan laki-laki secara unilateral. Di dalam
susunan masyarakat patrilineal yang berdsarkan garis keturunan bapak (laki-
laki), keturunandari pihak bapak (laki-laki) dinilai mempunyai kedudukan
lebih tinggi serta hak-haknya juga akan mendapatkan lebih banyak. Susunan
sistem kekerabatan patrilineal berlaku pada masyarakat Batak dan Bali.
3. Sistem Kekerabatan Matrilineal
Anak menghubungkan diri dengan ibunya (berdasarkan garis keturunan
perempuan).Sistem kekerabatan ini anak juga menghubungkan diri dengan
kerabat ibu berdasarkan garis keturunan perempuan secara unilateral. Dalam
masyarakat yang susunannya matrilineal, keturunan menurut garis ibu
dipandang sangatpenting, sehingga menimbulkan hubunganpergaulan
kekeluargaan yangjauh lebih rapat dan meresap di antarapara warganya yang
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seketurunan menurut garis ibu, hal yang mana yang menyebabkan tumbuhnya
konsekuensi (misalkan, dalam hal warisan) yang jauh lebih banyak dan lebih
penting dari pada keturunan menurut garis bapak. Susunan sistem
kekerabatan matrilineal berlaku pada masyarakat Minangkabau. 26




HUKUM ADAT SEBAGAI ASPEK KEBUDAYAAN DAN TRADISI ADAT
A. Hukum Adat Sebagai Aspek Kebudayaan Dan Tradisi Adat
Jika hukum adat dilihat dari segi wujud kebudayaan maka hukum adat
termasuk dalam kebudayaan yang berwujud sebagai kompleks dari ide yang
fungsinya untuk mengarahkan dan mengatur tingkah laku manusia dalam
berkehidupan dimasyarakat,dengan demikian hukumadat merupakan aspek
dalam kehidupan masyarakat sebagai kebudayaan bangsa Indonesia.
Hukum adat merupakan hukum tradisional masyarakat yang merupakan
perwujudan dari suatu kebutuhan hidup yang nyata serta merupakan salah
satu cara pandangan hidup yang secara keseluruhannya merupakan
kebudayaan masyarakat tempat hukum adat tersebut berlaku. Maka jelas
dikatakan bahwa memang hukum adat adalah sebagai aspek kehidupan dan
budaya bangsa Indonesia karena struktur kejiwaan dan cara berpikir bangsa
Indonesia tercermin lewat hukum adat itu sendiri. Hukum yang berlaku pada
setiap masyarakat tumbuh dan berkembang bersamaan dengan tumbuh dan
berkembangnya kebudayaan suatu masyarakat, karena hukum itu adalah
merupakan salah satu aspek dari kebuadayaan suatu masyarakat. Kebudayaan
adalah usaha dan hasil usaha manusia menyesuaikan dirinya dengan alam
sekelilingnya, karena kebudayaan setiap masyarakat mempunyai corak, sifat
serta struktur yang khas, maka hukum yang berlaku pada masing-masing
masyarakat juga mempunyai corak, sifat dan struktur masing-masing.
Proses perkembangan masyarakat manusia berlangsung terus menerus
sepanjang sejarah, mengikuti mobilitas dan perpindahan yang terjadi karena
berbagai sebab. Hal ini menyebabkan pula terjadinya perbedaan-perbedaan
dalam hukum mereka, sedikit atau banyak, namun secara keseluruhan akan
terlihat persamaan-persamaan pokok, baik corak, sifat maupun strukturnya,
seperti juga yang terjadi dalam perbedaan bahasa. Hukum Adat yang
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mengatur masyarakat harus tetap dianut dan dipertahankan, tidak hanya
berhubungan dengan pergaulan antar sesama manusia dan alam nyata, tetapi
mencakup pula kepentingan yang bersifat batiniah dan struktur rohaniah yang
berhubungan dengan kepercayaan yang mereka anut dan hormati.
Penyelidikan Van Vollen Hoven dan sarjana-sarjana lain membuktikan
bahwa wilayah Hukum Adat Indonesia itu tidak hanya terbatas pada daerah-
daerah hukum Republik Indonesia yaitu terbatas pada daerah kepulauan
Nusantara kita. Hukum Adat Indonesia tidak hanya bersemayam dalam hati
nurani orang Indonesia yang menjadi warga Negara Republik Indonesia di
segala penjuru Nusantara kita, tetapi tersebar meluas sampai kegugusan
kepulauan Philipina dan Taiwan di sebelah Utara, di pulau Malagasi
(Madagskar) dan berbatas di sebelah Timur sampai di kepulauan Paska,
dianut dan dipertahankan oleh oang Indonesia yang termasuk golongan orang
Indonesia dalam arti ethnis. Dalam wilayah yang sangat luas ini Hukum Adat
tumbuh, dianut dan dipertahankan sebagai peraturan penjaga tata-tertib sosial
dan tata-tertib hukum di antara manusia, yang bergaul di dalam suatu
masyarakat, supaya dengan demikian dapat dihindarkan segala bencana dan
bahaya yang mungkin atau telah mengancam. Ketertiban yang dipertahankan
oleh Hukum Adat itu baik bersifat batiniah maupun jasmaniah, kelihatan dan
tak kelihatan, tetapi diyakini dan dipercayai sejak kecil sampai berkubur
berkalang tanah. Di mana ada masyarakat, disitu ada Hukum (Adat).27
Hukum yang terdapat di dalam masyarakat manusia, betapa sederhana
dan kecil pun masyarakat itu, menjadi cerminnya. Karena tiap masyarakat,
tiap rakyat, mempunyai kebudayaan sendiri dengan corak dan sifatnya
sendiri, mempunyai alam dan struktur alam pikiran sendiri, maka hukum di
dalam tiap masyarakat yang bersangkutan, mempunyai corak dan sifatnya




Begitu pula halnya Hukum Adat di Indonesia, hukum adat itu senantiasa
tumbuh dari suatu kebutuhan hidup yang keseluruhannya merupakan
kebudayaan masyarakat tempat hukum adat itu berlaku. Tidak mungkin suatu
hukum yang asing bagi masyarakat itu dipaksakan atau dibuat, apabila hukum
yang asing itu bertentangan dengan kemauan orang terbanyak dalam
masyarakat yang bersangkutan, dalam arti bertentangan dengan kebudayaan
rakyat yang bersangkutan. Jadi kita tak boleh meninjau Hukum Adat
Indonesia terlepas dari “Volkgeist”, dari sudut alam pikiran yang khas orang
Indonesia yang terjelma dalam  Hukum Adat itu. Kita juga tak boleh
lupastruktur rohaniah masyarakat Indonesia yang bersangkutan.28
B. Pengertian Tradisi
Tradisi (Bahasa Latin : traditio, “diteruskan”) atau kebiasaan, dalam
pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak
lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat,
biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. hal
yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan
dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena
tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.
Tradisi dalam pengertian yang lain adalah adat-istiadat atau kebiasaan
yang turun temurun yang masih dijalankan di masyarakat.Suatu masyarakat
biasanya akan muncul semacam penilaian bahwa caracara yang sudah ada
merupakan cara yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan. Sebuah tradisi
biasanya tetap saja dianggap sebagai cara atau model terbaik selagi belum
ada alternatif lain.
Tradisi merupakan roh dari sebuah kebudayaan, tanpa tradisi tidak
mungkin suatu kebudayaan akan hidup dan langgeng, serta dengan tradisi
hubungan antara individu dengan masyarakatnya bisa harmonis. Tradisi




terdapat di masyarakat dihilangkan maka ada harapan suatu kebudayaan
akan berakhir disaat itu juga.
5.3 Sumber-Sumber Tradisi
Tradisi atau adat istiadat suatu bangsa itu mulanya timbul dari
kepercayaan agama, yaitu sebelum datangnya Islam. Agama Islam setelah
dibentuk suatu bangsa kemudian baru melahirkan adat pula. Adat yang
dipengaruhi oleh agama Islam merupakan perpaduan dari ajaran kepercayaan
agama Hindu Budha. Contoh dari perpaduan itu adalah adanya pengaruh dari
kebudayaan Hindu Budha, animisme, dan dinamisme.
5.4 Fungsi Tradisi
Teori fungsi yang digunakan diantaranya teori fungsionalisme struktural
yang dikembangkan oleh Talcott Parsons. Fungsi diartikan sebagai segala
kegiatan yang diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan atau kebutuhan-
kebutuhan dari sebuah sistem.Dengan menggunakan definisi ini Parsons,
bahwa ada empat syarat mutlak supaya termasuk masyarakat bisa berfungsi
yang disebut AGIL adalah singkatan dari Adaptation (A), Goal
Attainment(G), Integration (I), dan Latency (pattern maintance) (L).
Berkaitan dengan fungsi tradisi ritual keberadaannya dapat dipahami secara
integral dengan konteks keberadaan masyarakat pendukungnya. Tradisi ritual
berfungsi menopang kehidupan dan memenuhi kebutuhan dalam
mempertahankan kolektifitas sosialmasyarakatnya. Kehidupan sosial dan
budaya masyarakat yang dinamis dan kadang- kadang mengalami perubahan
akan mempengaruhi fungsi tradisi dalam masyarakatnya.29
29Nurul Huda, “Tradisi dan Sedekah”. 2016. halaman 1-2,
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Kriteria Penilaian (Indikator) BobotNilai Referensi



































1. Pengertian Hukum Adat
2. Bentuk Hukum Adat
3. Sifat Hukum Adat
4. Tujuan dan Fungsi Hukum
Adat.
5. Teori Reception In
Pendahuluan Hukum
Adat
1. Pengertian Hukum Adat
2. Bentuk Hukum Adat
3. Sifat Hukum Adat
4. Tujuan dan Fungsi
Hukum Adat.
























Kriteria : Minimal mampu
mencapai 5 indikator dengan
baik.
Indikator :



















4. Mampu menjelaskan ,
mengelaborasikan dan
mengidentifikasi tentang
Tujuan dan Fungsi Hukum
Adat.
5. Mampu menjelaskan dan
mengelaborasikan tentang
Teori Reception In Complexu.
Penilaian :
 Kesesuai Tugas dengan model
Pedoman penulisan karya
ilmiah
 Ketepatan kajian diskusi
 Keaktifan dalam diskusi
Instrumen:
Tugas, Tanya jawab, Quis.
3 Mahasiswa diharapkan mampu
memahami, mengelaborasikan,
mengidentifikasikan :
 Sejarah Hukum adat sebelum
kemerdekaan
 sejarah hukum adat pasca
kemerdekaan.
Sejarah Hukum Adat
1. Hukum Adat Sebelum
Kemerdekaan.


























Kriteria : Minimal mampu
mencapai 2 indikator dengan
baik.
Indikator :




secara runtut, dari Hukum
adat pada masa kerjaan-
kerajaan di Nusantara,









2. Mampu menjelaskan dan
mengindentifikasi tentang





 Kesesuai Tugas dengan model
Pedoman penulisan karya
ilmiah
 Ketepatan kajian diskusi
 Keaktifan dalam diskusi
Instrumen:
Tugas, Tanya jawab, Quis.




beberapa hal berikut :
1. Corak-Corak Hukum Adat
Indonesia.
2. Sistem Hukum Adat
3. Sumber-Sumber Hukum
Adat.
4. Pembidangan Hukum Adat.






































Kriteria : Minimal mampu
mencapai 4 indikator dengan
baik.
Indikator :
1. Mampu menjelaskan dan
menguraikan tentang Corak-
Corak Hukum Adat Indonesia.
2. Mampu menjelaskan dan
menguraikan tentang Sistem
Hukum Adat.




4. Mampu menjelaskan dan
menguraikan tentang
Pembidangan Hukum Adat.




kedudukan hukum adat di
Indonesia.
Penilaian :
 Kesesuai Tugas dengan model
Pedoman penulisan karya
ilmiah
 Ketepatan kajian diskusi
 Keaktifan dalam diskusi
Instrumen:
Tugas, Tanya jawab, Quis.





















































Kriteria : Minimal mampu
mencapai 5 indikator dengan
baik.
Indikator :
1. Mampu menjelaskan tentang
Peraturan Hukum Adat dalam
Undang-undang dasar 1945 .
2. Mampu menjelaskan tentang
Peraturan Hukum Adat dalam
Undang-undang dasar
sementara 1950.
3. Mampu menjelaskan tentang
Peraturan Hukum Adat dalam
Indische staatsregeling.
4. Mampu menjelaskan tentang
peraturan hukum adat dalam





5. Mampu menjelaskan tentang




 Kesesuai Tugas dengan model
Pedoman penulisan karya
ilmiah
 Ketepatan kajian diskusi
 Keaktifan dalam diskusi
Instrumen:
Tugas, Tanya jawab, Quis.









3. Wilayah hukum adat.






































mencapai 4 indikator dengan
baik.
Indikator :
1. Mampu menjelaskan dan
menguraikan tentang Dasar
yang membentuk hukum adat.




3. Mampu menjelaskan dan
mengindentifikasi tentang
Wilayah hukum adat.
4. Mampu menjelaskan dan
mengidentifikasi tentang





 Kesesuai Tugas dengan model
Pedoman penulisan karya
ilmiah
 Ketepatan kajian diskusi
 Keaktifan dalam diskusi
Instrumen:
Tugas, Tanya jawab, Quis.




berikut beberapa hal berikut :




3. Asas Hukum Perkawinan
Adat







4. Hukum Waris Adat




























Kriteria : Minimal mampu
mencapai 5 indikator dengan
baik.
Indikator :
1. Mampu menjelaskan dan
mengindentifikasi tentang
Asas Hukum Perorangan Adat.




3. Mampu menjelaskan dan
mengindentifikasi tentang
Asas Hukum Perkawinan Adat
4. Mampu menjelaskan dan
mengindentifikasi tentang
Asas Hukum Waris Adat.





Asas Hukum Tanah Adat.
Penilaian :
 Kesesuai Tugas dengan model
Pedoman penulisan karya
ilmiah
 Ketepatan kajian diskusi
 Keaktifan dalam diskusi
Instrumen:
Tugas, Tanya jawab, Quis.
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3. Hubungan Anak Dengan
Orang Tuanya











































Kriteria : Minimal mampu
mencapai 5 indikator dengan
baik.
Indikator :




2. Mampu menjelaskan dan
Menguraikan tentang
Keturunan















 Kesesuai Tugas dengan model
Pedoman penulisan karya
ilmiah
 Ketepatan kajian diskusi
 Keaktifan dalam diskusi
Instrumen:
Tugas, Tanya jawab, Quis.




berikut beberapa hal berikut :
1. Pengertian Perkawinan
Adat




4. Sistem Perkawinan Dalam
Hukum Adat






































Kriteria : Minimal mampu
mencapai 6 indikator dengan
baik.
Indikator :
1. Mampu menjelaskan dan
menguraikan tentang
Pengertian Perkawinan Adat
2. Mampu menjelaskan dan
menguraikan tentang Asas
dalam Hukum Perkawinan Adat

















5. Mampu menjelaskan dan
menguraikan tentang
Perceraian dalam Hukum Adat




 Kesesuai Tugas dengan model
Pedoman penulisan karya
ilmiah
 Ketepatan kajian diskusi
 Keaktifan dalam diskusi
Instrumen:
Tugas, Tanya jawab, Quis.




berikut beberapa hal berikut :

























Kriteria : Minimal mampu
mencapai 5 indikator dengan
baik.
Indikator :





2. Hak Purba Tanah Adat (
Tanah Ulayat).
3. Hak Persekutuan atas
tanah / Hak Ulayat
4. Hak perseorangan atas
tanah.
5. Transaksi dalam peralihan
atas tanah adat.
3. Hak Persekutuan atas
tanah / Hak Ulayat














Pengertian Hukum Tanah Adat
2. Mampu menjelaskan dan
menguraikan tentang Hak
Purba Tanah Adat ( Tanah
Ulayat).
3. Mampu menjelaskan dan
menguraikan tentang Hak
Persekutuan atas tanah / Hak
Ulayat
4. Mampu menjelaskan dan
menguraikan tentang Hak
perseorangan atas tanah.
5. Mampu menjelaskan dan
menguraikan tentang Transaksi
dalam peralihan atas tanah
adat.
Penilaian :
 Kesesuai Tugas dengan model
Pedoman penulisan karya
ilmiah
 Ketepatan kajian diskusi
 Keaktifan dalam diskusi
Instrumen:
 Tugas, Tanya jawab, Quis.












Kriteria : Minimal mampu





berikut beberapa hal berikut :
1. Pengertian Hukum Adat
Waris
2. Sifat Hukum Waris Adat
3. Asas Pewarisan dalam
Hukum adat.
4. Sistem pewaarisan dalm
hukum adat.
Waris
2. Sifat Hukum Waris Adat
3. Asas Pewarisan dalam
Hukum adat.
























1. Mampu menjelaskan dan
menguraikan tentang
Pengertian Hukum Adat Waris




3. Mampu menjelaskan dan
menguraikan tentang Asas
Pewarisan dalam Hukum adat.
4. Mampu menjelaskan dan
menguraikan tentang Sistem
pewaarisan dalm hukum adat.
Penilaian :
 Kesesuai Tugas dengan model
Pedoman penulisan karya
ilmiah
 Ketepatan kajian diskusi
 Keaktifan dalam diskusi
Instrumen:
Tugas, Tanya jawab, Quis.





















Kriteria : Minimal mampu






















































































 Kesesuai Tugas dengan model
Pedoman penulisan karya
ilmiah
 Ketepatan kajian diskusi
 Keaktifan dalam diskusi
Instrumen:
Tugas, Tanya jawab, Quis.




berikut beberapa hal berikut :
1. Pengertian dan lahirnya
Hukum Delik Adat
1. Pengertian dan lahirnya
delik Adat


















Kriteria : Minimal mampu
mencapai 5 indikator dengan
baik.
Indikator :





2. Jenis-jenis  delik Adat.
3. Obyek delik Adat.
4. Sifat pelanggaran hukum
adat
5. petugas hukum untuk
hukum adat.
3. Obyek delik Adat.
4. Sifat pelanggaran
hukum adat.














Pengertian dan lahirnya delik
Adat
2. Mampu menjelaskan dan
menguraikan dan
mengidentifikasi tentang
Jenis-jenis  delik Adat.




4. Mampu menjelaskan dan
menguraikan tentang Sifat
pelanggaran hukum adat
5. Mampu menjelaskan dan
menguraikan tentang petugas
hukum untuk hukum adat.
Penilaian :
 Kesesuai Tugas dengan model
Pedoman penulisan karya
ilmiah
 Ketepatan kajian diskusi
 Keaktifan dalam diskusi
Instrumen:
Tugas, Tanya jawab, Quis.






























Kriteria : Minimal mampu
mencapai 5 indikator dengan
baik.
Indikator :































2. Mampu menjelaskan dan
menguraiakan tentang Dasar
Hukum Peradilan Adat














 Kesesuai Tugas dengan model
Pedoman penulisan karya
ilmiah
 Ketepatan kajian diskusi
 Keaktifan dalam diskusi
Instrumen:
Tugas, Tanya jawab, Quis.
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Catatan Beban Waktu Pembelajaran:
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